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RINGKASAN

Penelitian ini dilakvukan dalam dua kelurahan yang
terdapat di Kotamadia Pematang Siantar. Karena dimaksudkan untuk
memperoleh perbandingan atau komparasi, maka dalam pemilihan dua
kelurahan tersebut dipertimbangkan karakteristik sosial masing-
masing. Untuk maksud itu, maka telah ditentukan Kelurahan Dwi Kora
(sebagal kelurahan yang terletak di pusat kota), dan Kelurahan Bah
Kapul (sebagai kelurahan yang berada di luar kota).

Upaya. mempelajari persepsi masyarakat, telah

~ditempuh lewat penelusuran dimensi kognisi, afeksi, dan konasi para

responden. - Artinya, penulis melacaknya melalui apa yang mereka
ketahui, bagaimana mereka memaknai, serta apa sikap mereka
terhadap polisi. dalam menjalankan tugas penyidikan. Adapun
kerangka teori yang digunakan sebagal landasan analisis dan
interpretasi dalam karya ini adalah teori Interaksi Simbolik dari
G.H. Mead, yang pada intinya memiliki beberapa asumsi sebagai
berikut : Pertama, tingkah laku manusia diarahkan pada makna yang

diletakkannya pada objek ; Kedua, makna itu berkembang melalui

interaksi sehari-hari ; Ketiga, makna tersebut dijadikan acuan dan
interpretasi oleh si pelaku.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada
perbedaan berarti antara masyarakat kota dan masyarakat di luar kota
soal persepsi mereka terhadap polisi sebagai penegak hukum. Apa
yang menjadi pengetahuan, pengalaman, pemaknaan mereka tidak lain
merupakan hasil dari pergaulan dan interaksi mereka dengan polisi.
Karena interaksi dan pergaulan itu berlangsung dalam urusan-urusan
yang bersifat formal yakni dalam penyidikan, maka pengetahunan,
pengalaman, interpretasi masyarakat lebih merupakan hasil reaksi
langsung terhadap apa yang diperagakan polisi bila melaksanakan
tugasnya. Kesan-kesan yang didapat lewat interaksi dengan polisi
itulah yang sekaligus menjadi orientasi sikap masyarakat terhadap
polisi dan penegakan hukum. Dengan kata lain, masyarakat
mempersepsikan polisi seperti apa yang diperagakan oleh polisi pada
masyarakat ketika terlibat dalam proses penegakan hukum. Faktor-
faktor latar sosial, pendidikan, pekerjaan dan agama tidak menjadi
faktor penmentu terhadap persepsi tersebut, karena stimulus terhadap
pembentukan persepsi (dalam hal ini proses penyidikan) bukanlah
datang dari masyarakat tetapi dari pihak polisi.




TABEL 1
TABEL 2
TABEL 3
TABEL 4
TABEL 5
fABEL 6
TABEL 7

TABEL 3

TABEL 9

DAFTAR TABEL

Jumiah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan

Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kelurahan Bah Kapul 56

Jumlah P;enduduk Kelurahan Bah Kapul Menurut

Jenjang PSendidikan Formal ... 57
Jumlah Penduduk Kelurahan Bah Kapuil Berdasarkan
Mata Pencaharian ......................... ST 58

Jum!ah P?nduduk Kelurahan Dwi Kora Berdasarkan
Mata Pencabarian..........cooooiiiiiii i 60
Jumlzh Penduduk Kelurahan Dwi Kora Berdasarkan
Agama/Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 61
Jumlah ‘Penduduk Kelurahan Dwi Kora Berdasarkan
Jenjang Piendidikan Formal..........ooooiiiiiiinn, 63
Kesan Mﬁsyarakai Tentang Sikap Tindak Polisit
Terhadaijelaporan dan Pemanggilan ..................... 69
Persepsi Masyarakat Terhadap Polisi Dalam Hal
Pelaporan dan Pemanggiian Berdasarkan Tingkat
Pendidikan Responden.........ooooiiiiiiii, 71
Kesan Mﬁsyarakat Tentang Tindakan Polisi Dalam

Penangkapan Penahanan, dan Pemeriksaan................. 75

TABEL 10 Kesan Masyarakat Tentang Sikap Tindak Polisi

Menyangkut Penggeledahan, Penyitaan, dan

Pemeriksaan SAKSI cviii 77

vi




DAFTAR IS1 TESIS

HALAMAN JUDUL ..o e
HALAMAN PENGESAHAN ...t
KATA PENGANTAR ...ooiiiiiiiiii e
RINGKASAN e
DAFTAR TABEL ...t
DAFTAR IST .oiiiiiiiiie e
BABI  PENDAHULUAN ... e
A. Latar Belakang ......... e
B. Rumusan Masalah ...
b. Kerangka Teoritis ......ocooviiiiiiiiiiiiiiiiiiie s
D. Tajuan Penelitian ...
E. Kontribusi Penelitian ... ...ooooiviiiiiiiiiiieean,
F. Metode Penelitian...............o.os
G. Sistematika Penulisan ...........ooiiiiiiiiininin,
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...
A. Penegakan Hukum Oleh Polisi.........co.oooiveiniil.

B. Penegakan Hukum Lewat Sistem Peradilan Pidana 29

C. Kewenangan Polisi Sebagai Penegak Hukum ......

vii




BAB III MASYARAKAT DAN PERSEPSINYA TERHADAP

. POLISI SEBAGAI PENEGAK HUKUM ................ 51
| A. Keadaan Masyarakat Ya;ng Ditelati........oooil. 54
1. Kelurahan Bah Kapul ...l 35
2. Kelurahan Dwi Kora cov........... [T 59
B. Persepsi Masyarakat Terhadap Polisi Sebagai
Penegak Hukum ...t 63
1. Temuan-Temuan Penelitian ............cooeieinnn. 64

a. Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap tindak
Polisi Atas Pelaporan Dan Pemanggilan.. 64
b. Persepsi Masyarakat terhadap Sikap Tindak
Polisi Dalam Hal Melakukan Tindakan
Penangkapan, Penahanan dan Pemeriksaan.... 71
¢. Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap Tindak

Polisi dalam melaksanakan tindakan pengge-

ledahan, Penyitaan dan pemeriksaan Saksi..... 75
| 2. Analisis Hasil Penelitian......... s 78
a. Faktor Orientasi Pada Tujuan organisasi ...... 78

b. Pengalaman dalam kelompok dan Respons
Masvarakat ... 83

¢. Sifat Tugas Peayidikan ..., 87

vili




C. Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Pene-

gakan Hukum Pidana ............oiiiiiiiiiiiiinns 94
BAB IV PENUTUP ., 100
A. Keg_impulan ................................................... 100
1. Kesimpulan Umum ..., 100
2. Kesimpulan Khusus ..o, 101
B. Saran-3aran ... .. 104
DAFTAR PUSTAKA (e e 107

iz




BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tugas dan citra polisi akan selalu bergeser seiring
dengan perkembangan atau dinamika masyarakat vang
dilayaninya. Ada dua tuntutan utama yang selalu mewarnai tugas
dan citra polisi, yaitu pelindung dan pengayom ; serta
pelayanan yang memadai. Kata kunci untuk menjawab dua
tuntutan tersebut adalah profesio'nalisme. Menurut Satjipte
Rahardjo,' profesionalisme polisi saat ini mengarah pada dua
tipe, yaitu “tipe lama” dan ‘l‘tipe baru”. Profesionalisme lama
bertolak dari konsep otonomi polisi, sehingga polisi cukup
memutuskan ‘apa yang baik dan tidak baik untuk dilakukannya.
Sedangkan profesionalisme baru berorientast pada
mendengarkan pendapat masyarakat dan “Kepuasan Pelanggan”
(Consumer Satisfaction). Sehubungan dengan profesionalisme
tipe baru ini, partisipasi masyarakat lalu menjadi unsur penting
dalam rangka meningkatkan kinerja pdlisi. Artinya, tanpa

partisipasi masyarakat, tugas-tugas polisi tidak akan efisien

! satjipto Rahardjo, “Akuntabilitas Polisi”, dalam Kunarto (penyunting), Merenungi
- Kritik Terhadap POLRI, Jakarta : Cipta manunggal, 1996, halaman 73.




betapapun canggihnya sarana pendukung, tingkat ket;‘afnpilan
sosial, serta besarnya dana operasionalnya. |
Walaupun demikian, tetap harus diingat ibahwa
. partisipasi masyarakat tidak dapat tumbuh dengan sendirinya
tanpa pembinaan dan teladan yang dicontohkan oleh polisi.
Tidak dapat diharapkan munculnya partisipasi masyarakat hanya
lewat slogan dan himbauan-himbauan yang abstrak dan tidak
dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Partisipasi
hanya mungkin dapat lahir dari suasana yang dizlogis, karya
nyata, hubungan yang akrab dan harmonis antara kepolisian dan
masyarakatnya. Dalam hal int polisi, seperti dikatakan John
Sullivan, harus mampu berbakti kepada umatlmanusia dengan
Berusaha melindungi jiwa dan harta benda, orang yaﬁg lemah
terhadap intimidasi dan orang yang cinta damai dari ancaman
kekerasan dan kekacawan, menghormati hak asasi semua orang
atas kemerdekaan, persamaan dan keadilan.?
Dalam konteks Kamtibmas, Walter C. Reckless,
mengatakan bahwa, partisipasi masyarakat merupakan elemen
penentu bagi terciptanya kamtibmas di suatu negara’® Demikian

pula Alfin Toffler, melalui teorinya The Third Wave-nya

2 Mangandar Slanlpar, “Partisipasi Masyarakat dan Korelasinya dengen Masalah
Kamtibmas”, dalam Kunarto (penyunting), Merenung! kritik terhadap POLRI,
Jakarta : Cipta Manunggal, 1996, halaman 25.

% ibid, halaman 24. -



menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan efement
force atau kekuatan dasar yang perlu ditangani dan dikelola
secara cermat dan baik di kala kehidupan masyarakat suatu
negara berada dalam era yang sarat informasi dan komunikasi.®
Itulah sebabnya, tidak heran kalau dewasa ini dirasakan perlu
oleh pelbagai kalangan, bahwa tanpa partisipasi masyarakat
tugas-tugas polisi tidak akan efisien betapapun canggihnya
sarana pendukung, bagaimanapun tingginya tingkat ketrampilan
personal, dan betapapun besar dana operasionalnya.

Membina hubungan yang akrab dan harmonis,
bukanlah suatu pekerjaan- yang mudah. Polisi membutuhkan
kemampuan adaptasi dan sensitiftefhadap kandungan nilai-nilai
vang ada dalam masyarakat. Semua itu merupakan prasyérat
untuk mengetahui apakah suatu masyarakat lebih cocok didekati
lewat metode perintah, persuasi, ataupun dipaksa. Dan yang
tidak kaiah penting dari sekalian itu adalah menumbuhkan
kesadaran pada masyarakat bahwa keikutsertaan mereka
berpartisipasi akan membawa manfaat baik bagi mereka sendiri,
keluarga, serta bangsa dan negara.

Polisi dituntut menampilkan kehidupan pri-b.a'di dan

kelompok sebagai teladan bagi semua orang tan‘pa kecuali,

* Ibid.



memelih.ara ketenangan dah keberanian dalam menghadapi
bahaya, cemooh dan ejekan dalam menjalankan tugasnya.
Penampilan polisi dalam tugas seperti itulah yang kemudian
menentukan persepsi masyarakat terhadap peranannya, apakah
sebagai penegak hukum yang baik ataukah perongrong hukum
pengayom ataukah penindas ; pelindung atankah pemeras dan
lain sebagainya.

Menurut Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah
dalam buku mereka : Polisi Pe/aku dan Pemikir, prestasi kerja
polisi merupakan fungsi dari keadaan di sekelilingnya.” Artinya
keberhasilan étaupun kegagalan polisi tidak hanva disebabkan
oleh tingkat kinerja polisi semata, tetapi sedikit. banyak, sangat
tergantung pada lingkungan sosial masyarakatnya. Begitu
eratnya hubungan antara polisi dan masyarakat, maka secara
teoritis, polisi dan masyafakat tidak mungkin dipisahkan. Polisi
lahir karena adanya m;asyarakat, sebab masyarakat membutuhkan
kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan,. dan
keteraturan masyarakat itu sendiri.®

Kedekatan polisi dan masyarakat tidak hanya
membuat masyarakat menjadi lebih aman, tetapi juga berdampak

positif pada tugas-tugas kepolisian sebagai penegak hukum.

° Satjipto Rahardjo dan Antomn Tabah, Polisi : Pelaku dan Pemikir, Jakarla,
Gramedia Pustaka Utama, 1993, halaman 4.
® Anton Tabah, Polisi dan Penegakan Hukum, Harian Bernas, 24 juli 1995.




i’olisi menarvh harapan besar pada ketaatan warga masyarakat
terhadap hukum, sebab dengan ketaatan tersebut, tugas polisi
akan lebibh mudah dan efektif. Polisi membutuhkan kedisiplinan
masyarakat, sebab disiplin merupakan syarat penting untuk
terciptanya stabilitas yang mantap dan dinamis.

Dalam menegakkan hukum, polisi dituntut untuk
serba bijaksana. Sebab setiap warga masyarakat selalu tidak
sama sikap dan tindakannya terhadap hukum. Mungkin sebagian
‘masyarakat adalah individu yang patuh pada hukum. Namun
tidak sedikit pula diantara mereka yang berperilaku tidak sesuai
dengan hukum, justru karena sebab-sebab yang melekat pada
hukum itu sendiri, termasuk aparat penega.kﬁya. Karena,
sekalipun éeperti dikatakan Roussean bahwa manwsia sejak
lahir sudah memiliki h’.iirapan dan naluri untuk hidup secara baik
dan teratur ----- manusia pada dasarnya baik, namun mereka toh
dapat berubah menjadi-tidak baik dan tidak teratur karena
pengaruh yang datang dari luar dalam interaksi sehari-hari.

Kesadaran akan pengaruh lingkungan itulah,
menuntut adanya aturan-aturan dan teladan agar tidak terjadi
-pertentangan akibat perbedaan pendapat dan persepsi mengenai
keteraturan dan kedisiplinan itu. Scerjono Seekanto menyebut
bahwa patokan-patokan tersebut adalah pedoman untuk

berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu



pandangan menilai yang sékaligus merupakan suatu harapan.
Dan karena harapan-harapan itulah, polisi dituntut agar mampu
membedakan cara bertindak setiap warga, entah sebagai
penjahat, ataupun warga yang patuh hukum.,

Itplah sebabnya, tidak heran kalau masyarakat
senantiasa mengharapkan agar polisi mampu mewujudkan
pelayanan yang responsif, simpatik, dan mendapatkan
kedamaian. Kegagalan memenuhi harapan-harapan tersebut
sudah tentu melahirkan reaksi yang negatif terhadap polisi.

Selain sebagai pengayom masyarakat, polisipun
sekaligus sebagai penegak hukum. Peran ganda yang demikian
menjadei sangat dilematis karena masing-masing tugas
membutuhkan cara dan gaya pelayanan yang berbeda. Di satu
sisi, mereka harus bisa melindungi masyarakat. Artinya, mereka
harus bersikap‘ tegas, fegar, dan kalau perlu keras dalam
menghadapi ‘kejahatan. Tapi di sisi lain, mereka juga harus
melayani masyarakat dengan sikap sabar, ramah, sopan, dan
cepat.” Pencampuradukan tugas inilah yang sungguh menyulitkan
tampiloya citra polisi secara jelas di mata masyarakat, dan

akhirnya berdampak pada budaya hukumnya. Dan justru budaya

? Lihat dalam Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, Polisi : Pelaku dan Pemikir,
Op.Cit., halaman 223.



hukum inilah yang akan menentukan apakah masyarakat akan
memakai atau tidak memakai lemb_aga kepolisian itu.

Friedman mendefinisikan komponen kultural dari
hukum tersebut sebagai keselurnhan dari sikap warga
masyarakat yang bersifat umum dan nilai-pilai yang akan
menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam
masyarakat.® Itulak sebabnya Friedman mengkiaskan budaya
hukum laksana “bensinnya motor keadilan”.’

| Dengan demikian, suatu hukum pada akhirnya dapat

~dijalankan dalam masyarakat, banyak ditentukan oleh sikap,
pandangan, serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat
yang bersangkutan. Budaya hukum merupakan salah satu sumber-
daya bekerjanya sistem hukum dengan memberi masukan nilai-
nilai yang dianut oleh suatu komunitas tertentu,'

Untuk itu lewat penelitian ini, hendak mencari {ahu

bagaimana masyarakat mempersepsikan polisi sebagai penegak

hukum {/aw enforcement).

® Lawrence M. Friedman, “tegal culture and Social Development”, dalam Law and
Society, New York : Russell Foundation, 1969, halaman 28-29.

® ibid., halaman 28, _

'8 satjipte Rahardjo, limu Hukum, Bandung, Aditya Bhakti, 1991, halaman 134.
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B. Rumusan Masalah

: 1. Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap polisi sebagai
penegak hukum, terutama dalam kegiatan penyidikan?
2. Bagaimana pengaruh persepsi masyarakat tersebut pada

proses penegakan hukum oleh polisi?

C. Kerangka Teoritis

Berbicara tentang persepsi masyarakat terhadap
polisi, dlan faktor-faktor yang mempengaruhinya, mau tidak mau
kita berbicara tentang pengetahuan atau pemahaman masvarakat,
serta interpretasi atau pemaknaan mereka terhadap kegiatan
polisi dalam rangka penegakan hukum. Karena pengetahuan dan
interpretasi, masyarakat yang menjadi pusat perhatian kita maka
pada dasarnya kita berurusan dengan komsep tingkah laku.
Menurut konsep ini, tingkah laku manusia selalu diarahkan oleh
makna subjektif vang ada padanya.“

Seperti dikemukakan Weber, tingkah Ilaku
manusia vyang 'tampak merupakan konsekuensi dari sejumlah

pandangan, pengertian, batasan-batasan atau kompleksitas

"Lihat dalam Eka Darmaputra, Pancasila identitas dan Modemitas, Tinjauan Etis
dan Budaya, Jakaria : BPK Gunung Mulia, 1987, halaman 3.




makna yang mereka miliki. Karena demikian haloya maka setiap
realitas selaln bersifat subjektif interpretatif.

Untuk menjelaskan “tingkah laku” manusia
melalui analisis makna ini, maka teori Interaksi Simbolik dari
G. Herbert I‘V’IVead yang kemudian dikembangkan oleh Herbert
Blumer akan dijadikan sebagai titik tolak analisis.”

Dalam menjelaskan “tingkah laku” manusia, teori
Interaksi Simbolik bertumpu pada tiga premis dasar : Pertama,
bahwa tingkah laku manusia diarahkan pada makna yang
diletakkannya pada objek. Artinya suatu objek memilik-i makna
yang khusus bagi seseorang. Keduza, bahwa makna tentang
sesuatu itu berkembang melalui interaksi antara manusia dalam
kehidupan sehari-hari. Ini sejalan dengan arus perkembangan
budaya itu sendiri sebagai suatu hasil saling menghadapi sistem
makna. Makna-makna dimaksudkan dipelajari, direvisi,
dipelihara dan diberi batasan-batasan dalam konteks interaksi
manusia. Ketiga, makna-makna tersebut dipegang, dijadikan
acuan, dan diinterpretasikan oleh seseorang dalam berhubungan

dengan sesuatu yang dihadapinya. Ia digunakan sebagal acuan

'?Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, Malang :
Yayasan Asih, Asah, Asuh, 1990, halaman 13.

"Mariam M. Poloma, Teori Sosiologi Kontemporer, (diteriemahkan oleh
YASOGAMA), Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994 , halaman 257.




untuk menafsirkan sesuatu situasi, keadaan, benda, atau lainnya
dalam kehidupan sehari-hari.

Itulah sebabnya, menurut Weber, aksi adalah
semua tingkah lakn manusia, bila dan sepanjang diperlukan

_melakukannya berdasarkan makna subjektif yang diletakkannya
kepada tindakan itu, Demikian pula Parsons, mendefinisikan
aksi sebagai sebuah proses di dalam sistem situasi si pelaku
yang mempunyai makna motivasional baginya.

Perlu ‘dikemukakan di sini bahwa, perilaku
manusia yang subjektif-interpretatif, tidak dapat terlzpas dari
cara pandangnya dalam menangkap segala sesuatu yang ada di
sekelilingnya. Oleh karena itu, tindakan manusia adalah
tindakan maknawi yang ia peroleh lewat pengetzhuan dan
pengalaman yang unik sebagai ssorang pribadi dalam lingkungan
hidup be.rsama dengan orang lain. Artinya, pandangan. atay
persepsi seseorang diperoleh melalui proses sosial.”

Tindakan individu, demikian menurut Parsons,
pertama-tama bukanlah mérupakan sesuatu kelakuan biologis,
melainkan suvatu kelakwan yang bermakna. Setiap orang
mempunyai apa yang dinamakan perilaku, yaitu suatu totalitas

dari gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif manusia Salnh

"Eka Darmanutra, Op. Ci¢, halaman 2.
'“L.S. Busanio, Persepsi Remaja dan Folisi mengenal Kenakalan Remaja dan
Penangguiangannya, Semarang : Pusat Studi Kepolisian FH-UNDIP, halaman 10.
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gatu ‘unsur perilaku adalah adalah Seciaf Action, yaitn gerak
yang terlihat pada usaha mencapai tujuan, yang terjadi pada
situasi terteatu, diatur oleh kaedah-kaedah tertentu, dan
berdasarkan motivasi-motivasi tertentu.'*

Jelasnya ‘tindakan sosial bukan merupakan
perbuatan manusia yang tidak terkendali. Tindakan itu teikat
pada pelbagai hal, patokan yang terdapat di luar orang itu. Dan
justru  tindakan seseoramg di dalam masyarakat akan
berorientasi pada pelbagai hal dan patokan yang ada. Dengan
demikian sulit untuk diterima, bahwa tindakan orang dalam
kelompok adalah bebas, melainkan sebalikoya, yaitu
didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan yang berlaku.” Oleh
Parsons ditentukan bahwa tindakan sosial tunduk pada suatu
skema tertentu yang disebutnya sebagai refational scheme.®

Karena  fokus penelitian ini berusaha
mengungkapkan persepsi masyarakat terhadap polisi sebagai
penegak hukum, maka sudah tentu perlu pula untuk diketahui apa
yang kita sebut .masyarakat itu. Masyarakat dapét dilihat
sebagai suatu komunitas yang sedikit banyak bersifat mandiri,

yaitu yang memiliki pola hubungan yang tertib dengan realitas

'® ihat dalam Bernard L. Tanya, Dialog Antara Budaya dan Hukum Pidana, Tesis
S-2 PPS Vi (Tidak dipublikasikan), Jakarta, 1992, halaman 20.

"Satjipto Rahardje, Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis,
Bandung : Sinar Baru (tanpa tahun), halaman 12.

1% ihat dalam Rahardjo, ibid.
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dan objektivitas tertentu yang bersifat mandiri pula. Oleh
karenanya, masyarakat tidak kurang dari suatu kolektivitas yang
relatif bersifat swasembada, melaluni mana anggota-anggotanya
dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan, baik individu maupun
kolektif, Jelasnya, mereka memiliki sistem nilal, norma dan'
sebagainya yang mendukung warga komunitas dengan motivasi
sebagai siimulasi yang memberi makna serta legitimasi bagi
tindakan merska.’ Dengan demikian, apa yang secara formal
membentuk suatu masyarakat adalah penerimaan umum oleh
semua anggota masyarakat terhadap ﬁola tingkah laku fang

normatif dan sekaligus dipandang harus serta cukup penting

untuk diperhatikan oleh anggotanya.

Pedoman normatif yang dimiliki masyarakat
senantiasa menjadi dasar pijakan mereka dalam melihat sesuatu
ataupun bersikap terhadap sesuatu. Sikap atau tindakan mereka,
dengan kata lain dipengaruhi oleh persepsi atau pandangannya
terhadap sesuatu. Dan justru persepsi atau pandangan itu
merupakan hasil pengetahuan dan interpretasi mereka sebagai
akumulasi pengalaman sesecorang dalam lingkungan hidup

bersama dengan orang lain.

'*Eka Darmaputra, Op.Cit., halaman 8,
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Mengenai mekanisme terbentuknya persepsi oleh
I.5. Susante secara sederhana digambarkan dalam bentuk skema

sebagai berikut :?

7™ Penalaran
I

Rangangan = Persepsi == Pengenalan = Tanggapan

Lw Perasaan

Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan
proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangannya
diterapkan kepada manusia. Persepsi dapat didefinisikan
sebagai cara manusia menangkap rangsangan ; pengenalan
adalah cara maﬂusia memberi arti pada rangsangan. Sedangkan

penalaran adalah proses dengan mana rangsangan yang satu

dihubungkan dengan rangsangan lainnya.

1.8. Susanto, “Kenakalan remaja dalam Persepsi Remaja dan Polisi Serta
Penanggulangannya”, Laporan Penelitian, 1994, halaman 11-12.
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D. - Tujuan Penelitian
lTujuan yang ingin dicapai dalam‘ penelitian ini
adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami persepsi masyarakat
terhadap polisi dal.';lm fungsinyar Jsebagai penegak hukum, dan
akibat persepsi tersebut péda proses penegakan hukum oleh
polisi.

2. Untuk mengetahui hal-hal yang melatari persepsi masyarakat
tersebut yang akhirnya menentukan cara pandang mereka

terhadap polisi dalam fungsi penegakan hukum.

E. Kontribusi Penelitian
| 1. Kegunaan teoritis :
‘ Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat
} menjelaskan bentuk dan cara bagaimana masyarakat
memandang polisi dalam tugasnya sebagai penegak hukum.
2. Kegunaan praktis
Bagi pihak kepolisian : hasil penelitian ini dapat di_jadikan‘
masukan untuk membenahi tugas dan pekerjaannya pada
masyarakgt. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat
memberi wawasan bagi masyarakat untuk lebih memahami

pelbagai hal yang berkaitan dengan tugas polisi sebagai

14




‘penegak hukum, termasuk kendala-kendala intern maupun

ekstern.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan.

Penelitian menggunakah pendekatan yang bersifat
Yuridis sosiologis atau Socie-legal approach. Penggunaan
pendekatan ini  dimaksudkan  untuk memahami hubungan
atal_:l keterkaitan antara fenomena hukum dengan masyarakat.
Sebab, institusi hukum selaln merupakan bagian dari sistem
sosial yang lebih besar dalam suatu masyarakat.

Sesual dengan itu, maka upaya memahami persepsi
masyarakat terhadap polisi, ditempuh dengan cara
mengungkapkan makna dart sikap dan tindakan masyarakat
terhadap polisi, terutama ketika mereka menghadapt
persoalan di tingkat penyidikan, Oléh karena itu, kekuatan
utama dalam penelitian ini adalah penggalian informasi atau
data-data kualitatif dengan memakai metode penelitian

kualitatif.

2. Spesifikasi Penelitian,
Karena hendak mengungkapkan makna dari sikap dan

tindakan masyarakat, maka penelitian ini tidak bisa lain

bersifat deskriptif-analitis, suatu penelitian yang berupa

is



menggambarkan gejala yang menjadi objek penelitian dan
sekaligus berupaya untuk mencari latar belakang terjadinya

gejala tersebut.?!
3. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian difokuskan p@ida dua kelurahan yang
ada di Pematang Siantar (yang di kota dan yang di pinggir
kota). Pemilihan dua lokasi tersebut didasarkan pada asumsi
bahwé, perbedaan karakteristik sistem sosial kota dan desa
pasti berpengaruh pada persepsi warganya terhadap suatu
fenémena. Dari segi teoritis, studi komparasi seperti ini
sangat bermanfaat untuk memperkaya perspektif teorisasi
hukum dan masyarakat.

4. Populasi penelitian.

Populasi penelitian yaitu masyarakat pada dua

kelurahan yang ada di dua lokasi penelitian.
3. Sampel Penelitian,

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan
secara purposive (sengaja) mengingat yang dipentingkan
dalam penelitian ini adalah kedalaman informasi dari
responden dan bukan jumlah responden itu sendiri.

Adapun kelurahan yang diambil adalah :

1.8, Susante, Kenakalan Remaja ............. , Ibid., halaman 14.
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-Petani ... = 20 orang
- Pedagang ... = 20 orang
-Pegawal ... = 20 orang

b. Kelurahan Dwikora dengan komposisi sebagai berikut :
-Pedagang ... = 20 orang
- Pegawal ..o = 20 orang
6. Jenis dan Sumber Data.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
data primer dan data sekuﬁder. Data primer berupa hasil
wawancara data (lapangan). Sedangkan data sekunder berupa
data-data yang didapat dari dokumen-dokumen resmi yvang

berkaitan dengan masalah penelitian.

7. Metode Pengumpulan Data.
Wawancara.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan met'ode
wawancara tidak terikat dan wawanwé.ra yang terfokuskan.
Keuntungannya adalah mendekati keadaan yang sebenarnya
karena didasarkan pada spontanitas yang diwawancarai serta
dapat menjelajahi pelbagai aspek dari masalah yang diteliti.

Sedangkan wawancara terfokus dapat mengungkapkan secara
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lebth khusus mengenai beberapa hal vang sifatnya pribadi
dari responden.?

8. Analisis Data.

Data yang telah terkumpul setelah dilakukan editing
dan coding, kemudian dianalisa secara kualitatif Analisa
kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan data dalam

bentuk penjelasan secara induktif-kualitatif,

Sistematika Penulisan

Seluruh isi tesis ini disusun dalam empat bab.
Sebagaimana biasa, pada bagian pertama berupa pendahuluan
yéug mendeskripsikan latar belakang permasalahan penelitian.
Setelah menggambarkan latar belakang tersebut, dilanjutkan
dengan perumusan masalah yang hendak dipecahkan. Untuk
membanty upaya memperoleh jawaban terhadap masalah yang
diajukan, dipilih dan disusun kerangka teori yang dapat dip'akai
untuk menuntun kegiatan analisis dan interpretasi data. Pada
bagian pendahuluan ini digambarkan pula serangkaian prosedur
kerja selama penelitian, mulai dari penentuan pendekatan,
metode kerja untuk pengambilan data, serta metode analisis dan

interpretasi.

22I‘ilonny Hanitljo Soemitro, Mefode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Jakara :

Ghalia Indonesia, 1988, halaman 61.
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Deskripsi teoritis mengénai penegakan h&kum dan
- kewenangan polisi dalam proses penegakan hukum, serta
keterkaitan tugas tersebut dengan partisipasi masyarakat, dapat
ditemukan dalam bab kedua. Inti bab ini adalah menggambarkan
hubungan yang bersifat mutually simbiosis antara tugas-tugas
polisi dengan partisipasi masyarakat. Masyarakat membutuhkan
bantuan polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban,
sementara polisi- membutuhkan masyarakat untuk membantu
pekerjaan polisi.

Untuk memperoleh informasi wilayah penelitian, dan
upaya menempatkan atau melihat permasalahan yang diajukan
dalam konteksnya, maka secara serba sederhana dibentangkan
keadaan wilayah penelitian, Inilah sekaligus dijadikan sebagai
latar sosial dari para responden, yang dari mereka terungkap
persepsi terhadap polisi, Yang menjadi fokus dalam analisis
tentang persepsi tersebut adalah pengetahuan, interpretasi, dan
sikap masyarakat dalam “sejarah” pergaulan mereka, khususnya
bila berurusan dengan proses penyidikan.‘ Bab ketiga dengan
sendirinya menjadi pusat dari seluruh isi tesis imi.

Sebagaimana biasa, bab penutup yang dalam tesis ini
menjadi bab Reempat berisikan kesimpulan-kesimpulan dan
saran-saran. Dalam karya ini, baik kesimpulannya maupun

saran-saran dibagi dalam bagian yang umum dan bagian yang
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khusus. Lewat bagian yang umum dimaksudkan untuk segala
sesuatu yang didapat lewat deskripsi-deskripsi teori yang ada.

Sedangkan bagian khusus berisikan temuan dan refleksi teoritis

terhadap data-data lapangan.
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BAB 1i

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Oleh Polisi

Ada tiga tujuan yang hendak dicapai dalam suatu
penegakan hukum yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan hukum,
dan keadilan hukum. Tiga unsur tegaknya hukum ini harus
berjalan serasi karena justru penegakan hukum merupakan
mekanisme dalam mewujudkan tiga ideal tersebut.

Dalam pelbagai studi tentang penegakan hukum dan
keadilan, terdapat lima pilar hukum yang harus dipenuhi agar
penegakan hukum itu efektif. Kelima pilar dimaksud adalah
substansi  hukumnya. aparat, peralatan, masyarakat, dan
birokrasinya.®

Dalam pada itu Walter €. Reckless
mengemukakan empat elemen penting dalam proses penegakan
hukum, yaitu : sistem dan organisasi kepolisian, sisteﬁl hukum,

sistem peradilan, dan birokrasi penegakannya.”

®Lihat dalam Anton Tabah, “POLRI dan Penegakan Hukum di indonesia”, datam

Kunarto, Merenungi .................... , 0p.Cit,, halaman 83,
Zibid,




Rohert Seidman seperti  dikutip Rahardjo®
.mengajukan tiga komponen inti yang mendukung bekerjanya
hukum dalam masyarakat. Ketiga unsur tersebut adalah
| (1) Lembaga pembuat peraturan ; (2) Lembaga penerap
peraturan ; (3) Pemegang peran itu sendiri.
Khusus dalam konteks penegakan hukum pidana
I.S. Susanto® mengajukan  empat unsur yang dapat
mempengaruhi kualitas penegakan hukum, vaitu : undang-undang,
pelanggar, korban (masyarakat), dan aparat penegakan hukum itu
sendiri. Menurufnya, keempat. komponen ity berada dalam
hubungan yang saling mempengaruhi, dan berlangsung dalam
wadah struktur : politik, sosial, dan budaya serta ekonomi pada
suatu situasi tertentu. |
Substansi dari suatn undang-undang hendaknya
dilihat secara kritis, khususnya mengenai seberapa jauh cacat
yang dimilikinya seperti kepentingan-kepentingan apa yang ada
di balik undang-undang, siapa atau kelompok masyarakat mana

yang akan memperoleh keuntungan yang lebith besar dari

peraturan itu, apakah undang-undang tersebut cukup adil dan

manusiawi.

“Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan- Sosiologis,
Bandung : Sinar Baru, (tanpa tahun), halaman 5.

I.§. Susanto, “Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial“ dalam Masalah-
Masalah Hukum Nomor 9 Tahun 1992, halaman 17.
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Dimenszi pelanggar, perlu diperhatikan menyangkut
pandangan dan persepsi mereka terhadap undang-undang,
korban, aparat penegakan hukum maupun bekerjamya hukum.
Sementara faktor korban, berhubungan dengan persepsi mereka
tentang apa yang dianggap kejah_atan, peneg;lk hukum,
kepentingan-kepentingan yang ada, kesadaran ékan hak-haknya,

Sedangkan  faktor aparat penegak  hukum,
berhubungan dengan-kepentingan—kepentingan dan hak-hak lain
yang melatarbelakangi tindakan mereka, baik sebagai individu
maupun sebagai organisasi dalam konteks interaksi dengan
pelanggar, korban, dan masyarakat,.

Dar1 semua pendapat tersebut di atas terlihat jelas
bahwa faktor birokrasi penegakan hukum merupakan salah satu
elemen yang sangat strategis. Hal ini logis karena pembicaraan
méngenai birokrasi penegakan hukum tidak lain adalah
berbicara mengenai manusia, tingkah Iakunya, dan sumber
| dayanya. Sebab seperti dikatakan Shecrode dan Voeich,
manajemen adalah seperangkat kegiatan atau svatu proses untuk
mengkoordinasi atau mengintegrasikan penggunaan sumber-
sumber dayaz dengan maksud untk mencapal tujuan-tujuan
organisasi melalu.i orang-orang, teknik-teknik, dan_informasi

yang dijalankan dalam kerangka struktur organisasi.




Polisi sebagai penmegak - hukum mempunyal
karakteristik yang khas, seperti dikatakan Rahardjo :

" Kalau kita berbicara mengenal penegakan hukum

maka  bidang kepolisian ternyata mempunyai
daya tarik yang istimewa. Hal itu disebabkan
karena karya kepolisian ity tersebar secara
jelas dimana-mana selama dua puluh empat
jam,"¥

Menyangkut dimensi manusianya, secara konseptual

Satjipto Rahardjo mengkonstatasi :

"Berbicara masalah penegakan hukum tanpa

menyinggung manusia yang menjalankan
penegakan hukum itu merupakan pembicaraan
yang steril. Apabila kita membicarakan

masalak penegakan hukum hanya berpegang pada
keharusan-keharusan sebagaimana  tercantum
dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka kita
hanya memperoleh gambaran sterilitas yang
kosong. Iz baru menjadi berisi manakala
dikaitkan dengan pelaksanaannya yang konkrit
oleh manusia. Masalah yang kedua adalah
berhubungan soal Iingkungan dari penegakan
hukum tersebut, Masalah lingkungan ini dapat
dikaitkan dengan manusianya secara individu,
serta dengan penegak hukum sebagai lembaga.®

Unsur manusia sebagai kata kunci pada pendapat
di atas tidak terbatas pada individu yang otonom semata, tetapi
manusia sebagai bagian dari struktur yang lebih luas, Pada titik

ini, persoalannya menjadi melebar, tidak saja faktor individu,

“’Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan ... , Op.Cit., halaman 15-17.
“Psatjipte Rahardjo, fbid., halaman 22.




tetapi juga persoalan refations behaviour, dan social structure
sebagal variabel independen.

Soei‘jono Soekanto,” berpendapat bahwa pada
penerapan hukum, ada kemungkinan dijumpai  halangan-
halangan yang berasal dari diri sendiri maupun lingkungan,
Halangan-halangan tersebut adalah :

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam
peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.

2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.

3. Kegairahan yang te.rbatas untuk memikirkan masa depan
sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

4. Belum adanya kemampuar untuk menunda pemuasan suatu
kebutuhan tertents, terutama kebutuhan materiil.

5. Kurangnva daya inovatif

Sebagaimana diketahui, dalam kenyataan sehari-
hari setiap keharusan atau kehendak-kehendak yang tercantum
dalam peraturan dilakukan dan diterjemahkan oleh manusia-
manusia yahg menjalankannya. Berkaitan dengan masalah
penelitian ini maka polisi (sebagian manusia) yang menjalankan
penegakan hukum itu benar-benar menempati posisi yang penting

dan menentukan. Tentu saja di sini yang menjadi pusat perhatian

Bgo0erjono Soekants, Faktor-faktor ............... ..., Op.Cit., halaman 24,




adalah tingkah lakunya sebagai manusia. ‘Oleh karena itu,
tekanannya adalah pada upaya mengaitkan proses penegakan
hukum dengan tingkah laku atau tindakan sosial dari polisi yang
menjalankannya, sehingga aspek tindakan sosial dari penegakan
hukum itu tampak jelas.®

| Dalam bidang hukum pidana, polisi merupakan
aparat penegak hukum yang paling banyak berhubungan dengan
masyarakat dalam rangka penegakan hukum. Polisilah yang
dalam melaksaqakan tugasnya selalu mengambil keputusan-
keputusan hukum secara nyata di lapangan. Oleh karena itu,
tidak heran kalau polisi lalu dilihat sebagai hukum yang hidup
karena di iangan merekalah hukum mengalami perwujudan dalam
kehidupan masyarakat sehari-hari.

Bila hukum pidana diciptakan untuk menjamin
ketertiﬁan melalui wpaya menekan kejahatan, maka pada
akhirnya polisilah yang pertama-tama menentukag apa yang
secara konkrit disebut sebagaj penegakan ketertiban, siapa-
siapa yang harus ditundukkan, siapa-siapa yang harus dilindungi
dan sebagainya.’ Itulah sebabnya, tidak theran karena

pekerjaannya yang demikian, gambaran polisi di mata

3°Satjlptn:u Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum - Suatu Tinjauan Sosiologis,
Bandung : Sinar Baru, (tanpa tahun), halaman 12.
ibid, halaman 95,

26




masyarakat dicap sebagai tainted occupation. Menurut Beitner
seperti dikutip Rahardjo, stig.ma demikian itu diterima polisi
diantaranya oleh karena ia merupakan tokoh yang ambivalen,
yaitu sekaligus ditakuti dan dikagumi.®

Skolnick daiam salah satu kraryanj,ra33 menyebutkan
bahwa dalam menjalankan tugas-tugasnya, seorang pbiisi berada
di antara dua tuntutan yang berbeda vaitu, untuk mencapai tujuan
sosial dan untuk memenuhi tujuan hukum. Dalam upaya
merealisasikan tujuan-tujuan sosial yang begitu kompleks,
seorang polisi dituntut untuk peka terhadap kenyataan yang ia
hadapi, dan pada wakfu yang bersamaan, iapun dituntut untuk
senantiasa mempertanggungjawabkan pekefjaannya itu sesuai
dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Menghadapi dua persoalan seperti di atas (yang
acap kali tidak selalu seirama), polisi mempunyai kesempatan
untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Melalui
penafsiran inilah kemungkinan terjadinya konflik antara hukum
dan ketertiban sebagai salah satu tujuan sosial yang harus

dijamin olsh polisi dapat diatasi. Seorang polisi dapat saja

hid.

Jerome H. Skolnick, Justice Without Trial - Law Enforcement in Democratic
Seciefy, NY : Jhon Weley & Sons, 1966, halaman 6.
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tidak melaksanakan suatu ketentyan hukum, oleh karena bila
dilaksanakan justru akan menimbulkan suatu ketidaktertiban
dalam masyarakat.

Pada hakekatnya, polisi dikhadapkan kepada suatu
situasi konflik, dan ia bertugas untuk mengambil képutusan di
situ. Apabila pada akhirnya ia bertindak, maka pada saat itu ia
telah melakukan sesuatu yang menguntungkan dan melindungi
salah satu pihak dalam konflik itu, tetapli dengan melawgn,
mengalahkan, merugikan pihak yang lain. Karena pekerjaan
polisi tidak bisé terhindarkan dari sutuasi yang penuh
konfrontasi itu, maka tidak jarang muncul pelbagai penilaian
terhadap pekerjaan polisi itu, seperti bahwa polisi itu kasar
dan lain-lain.

Dilihat dari segi lingkungan pekerjaan polisi, maka
faktor-faktor penentu yang dominan adalah : bahaya, kekuasaan,
dan efisiensi. Sekalian faktor tersebut. menurut Skolnick
mempengaruhi respons kognitif dan tindakan yang khas dari
polisi dalam melaksanakan tugasnya.® Dengan adanya
pertimbangan bahaya dalam melaksanakan tugasnya, seorang
polisi selalu menarub perhatian terhadap setiap gejala yang

menunjukan adanyAa potensi kekerasan yang bakal ia hadapi.

**Ibid, halaman 100.
Bskolnick, Op.Clt., halaman 42,
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Akibat lebih lanjut dari bobot kognitif ini, maka polisi
senantiasa menyimpan sikap curiga terhadap sekelilingnya.
Sikap curiga ini dengan segala konsekuensinya, membuat polist

di mata masyarakat sebagal orang yang menyeramkan dan tidak

populer.

B. Penegakan Hukum Lewat Sistem Peradiian Pidana

Istilah  "penegakan  hukum pidana" pada
hakikatnya identik dengan fungsionalisasi hukum pidana. Barda
Nawawi Arief,” menguraikan bahwa : .. ... ..., fungsionalisasi
hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat
hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan
terwujud secara konkrit. Jadi istilah "fungsionalisasi” atau
konkritisasi hukum pidana pada hakikatnya sama dengan
pengartian penegakan hukum pidana.

Dalam sumbernya yang sama, Barda Nawawi
Arief,” menjelaskan bahwa implementasi penegakan hukpm
sebagal suatu proses kebijakan dimulai dan melalui bebefapa

tahap, yaitu ;

®Lihat Barda Nawawi Arlef, Kebijakan Legisiatif datam Penangguiangan
Kefahatan Dengan Pidana Penjara, Ananta, Semarang, 1994, halaman 32,
3ibid., halaman 32 - 33.
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1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana pada
tingkat perumusan (formulasi substansi) oleh pembuat
undang-undang. Tahap ini disebut juga sebagai tahap
kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan ;

2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum oleh
aparat/penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke
pengadilan. Tahap kedua ini disebut sebagai tahap yudikatif;

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman secara
konkrit oleh aparat-aparat pelaksana hukum. Tahap 1ni
disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administrati:’

Penanggulangan kejahatan (tindakan  kuratif)
merupakan tujnan utama penegakan hukum lewat sistem
peradilan Vpidana.. Penanggulangan  dimaksud  bermakna
mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas
toleransi dilandasi semacam political wif! untuk meantolerir
atan membiarkan kejahatan tetap ada, tetapi lebih sebagai suatu
kesadaran bahwa kejahatan tidak akan pernah sirna dalam
masyarakat manusia. Oleh karena itu ukuran keberhasilan
peradilan pidana tidak terletak pada penghapusan total apa yang

disebut kejahatan, tetapi bila sebagian besar kejazhatan yang
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diketahui dapat -diselesaikan dengan mengajukan pelaku ke
pengadilan dan diberi pidana.®

Menurut Reksodiputro, gambaran seperti di atas-
hanyalah apa yang paling terlihat dan yang diharapkan oleh
masyarakat. Tugas lain yang sering kurang diperhatikan ialaﬁ
yang berhubungan dengan pencegahan terjadinya kejahatan,
timbulnya korban, dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi
lagi kejahatannya.”

Dengan demikian dapat diringkas bahwa tujuan
sistem peradilan pidﬁna mencakup : (1) melindungi masyarakat
agar tidak menjadi korban kejahatan 5 (2} mengusahakan agar
mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi
kejahatannya. |

Dalam operasionalnya sistem peradilan pidana
merupakan kesatuan gerak dari beberapa subsistem, vyaitu
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
Keterkaitan antara subsistem-subsistem tersebut ibarat “bejana
berhubungan™. Masalah dalam salah satu subsistem akan

menimbulkan dampak pada subsistem-subsigtem vang lainnya.

*Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,
Jakarta : PP KPH-UI, 1994, hataman 84.
ibid., halaman 84-85.
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Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada
salah satu subsistem yang lain..

Dengan demikian, mencegah masyarakat menjadi
korban kejahatan misalnya, bukan saja menjadi tanggung jawab
kepolisian, tetapi  sub-subsistem yang lain (kejaksaan,
pengadilan , dan lembaga pemasyarakatan) turut bertanggung
Jawab lewat proses dan tindakan yang oleh masyarakat dianggap
tidak adil. Putusan yang tidﬁk adil dan kegagalah pengadilan
memberi pidana pada seorang pelaku, akan mendorong pelaku

lebih berani melakukan kejahatan kelak. Demikian pula,

pemasyarakatan dapat mendorong terjadi kejaharan apabila eks

narapidaﬁa gagal berintegrasi kembali ke masyarakat.

Karena cakupan tugasnya yang demikian, maka
sistem peradilan pidana tidak sekedar jaringan kerja dari sub-
subsistem yang ada, tetapi lebih berdimensi kebijakan yang
terpadu dari semua subsistem bagi penanggulangan kejahatan,

Sudarto dalam salah satu karyanya menyatakan
bahwa apabila hukum pidana dilibatkan dalam usaha mengatasi
segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat, maka

hendaknya dilihat dalan hubungan dengan keseluruhan politik
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krimidal atau saocial defence planning, dan itupun haruns
merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.®
Kesadaran akan pentingnya dimensi keterpaduan
dalam penaggulangan kejahatan (inklusif penegakan hukum
pidana), barangkali dikemuk-akan dalam“Konggres-Konggres
PBB mengenai The prevention of Crime and Treatment of
Offenders, seperti Konggres PBB ke-4 tahun 1970 di Kyoto.
Dalam salah satu kesimpulan tentang masalah secial defence
politics in relation to development p!&mzing menegaskan
The prevention of Crime and Treatment of Offenders can not
be ¢ffectively undertaken unless it is closely and intimately
related to social and economics trend .........
Sementara itu dalam kesimpulan Konggres PRBB
ke-3 taimn 1975 di Geneva menegaskan bahwa “...... criminal
policy should be coordinated and the whole shouid be
integrated inte a general social plalic_y of each cau;zrry”."z
Berdasarkan konsepsi kebijakan integral seperti
usulan-usulan di atas maka kita dapat mengatakan bahwa

penegakan hukum pidana dalam upava menanggniangi kejahatan

““Sudarto, Hukwum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1977, halaman 104.

" jhat dalam Muladi, HKapita Sefeita Sistem Peradilan Pidana, Semarang ; BP-
UNDIP, 1955, halaman 9.

2bid.

33




tidak akan maksimal apabila tidak terkait dan searah dengan
kebijakan-kebijakan sosial lainnya. Kalau demikian, maka
apabila dilihat dari perspektif politik kriminal, selain
penegakan hukum yang efektif, maka sektor strategis yang perlun
diperhatikan adalah memahami masalah-masalah atau kondisi-
kondisi sosial yang secara langsung ataupun tidak, dapat
menimbulkan kejahatan,

Searah dengan simpulan di atas, Milan of Action

yang dihasilkan dalam Konggres PBB ke-7 tahun 1985
menegaskan :

- “Crime prevention of Criminal justice should be
considered in the context of economics
development political system, social and cultural
values, and social change, as well as in the
confext of the new international economic order.
The criminal justice system should be full

responsive to the diversity of political economic,

and social systems and to the constantly evolvmg

condition of society.”® /

Dengan demikian, sistem peradilan pidana harus-

dilihat dan diperlakukan sebagi sebuah sistem yang harus
terbuka karena faktor-faktor lingkungan seringkali berpengaruh
terhadap keberhasilan sistem tersebut mencapai tujuannya. Hal

in1 logis oleh karema sistem peradilan pidana pada dasarnya

3} ihat Muladi, ibid., halaman 10.
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hanya merupakan satu subsistem dari suatu sistem yang lebih

besar, seperti budaya, sosial, politik dan ekonomi.

C. Kewenangan Polisi sebagal Penegak Hukum
Dalam perspektif sosiorlogis-,. polisi sebagai
penegak hukum selalu memiliki apa yang disebut status dan
peranan. Status melahirkan peran, artinya kedudukan yang ia
miliki menyebabkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban
tertentn. Inilah yang disebut wewenang. Kalau hak merupakan
wewenang untuk berbuat, maka kewajiban merupakan beban atau
tugas.‘“
Terdapat empat tipe peranan, yaitu : (1) peranan
yang ideal ; (2) peranan yang seharusnya ; (3) peranan yang
menurut dirinya sendirt ; (4) peranan vang secara riil

dilakukan.®

Dalam lingkup kepentingan bab ini, pembahasan
akan dipusatkan pada dua peran yang disebut lebih dahulu, yaitu
peran yang ideal dan peran yang seharusnya. Secara umum peran

ideal dan yang seharusnya dari kepolisian dapat ditemukan

dalam beberapa ketentuan undang-undang, antara lain :

“Lihat Soerjono Soskanto, Faklor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, Jakarta : Rajawali, 1988, halaman 10-11.
Sibid., halaman 11.



1.Undang Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan- -

Ketentuan Pokok Kepolisian Negara :

Pasal 1:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, vyang selanjutﬁya
disebut kepolisian negara, ialah alat negara  penegak
hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan
di dalam negeri.

(2) Kepolisian negara dalam menjalankan tugasnya
setalu menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan
hukum negara.

Pasal 2

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1

maka kepolisian negara mempunyai tugas :

(1) a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan ;
b.mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-

penyakit masyarakat ;
¢. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat
termasuk memberi perlindungan dan pertolongan ; dan
d. mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat
terhadap peraturan-peraturan negara.
{2} Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan

atas kejahatan dan pelanggaran menuorut ketentuan dalam



undang-undang, hukum acara pidana dan Iain-lain
peraturan negara.
(3) Mengawasi  aliran-aliran kepercayaan yang dapat
membahayakan masyarakat dan negara.
2.Undang Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik

Indonesia ;

Pasal 30 ayat 4 :

Kepoliéian Negara Republik Indonesia bertugas :

a. Selaku alat negara penégak hukum memelihara serta
meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama  dengan
kompo_nen kekuatan pertahanan keémanan negara lainnya
membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah . negara
guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat ;

b. melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam
memberikan  perlindungan  dan pelayanan  kepada
masyarakat bagi tegaknya ketentuan perundang-
undangan ; -

¢. membimbing bagi terciptanya kondisi yang menunjang
terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana

dimaksud huruf a dan b ayat (4) ini.
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3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana :
Pasal §
(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :
a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang
tentang adanya tindak pidana ;
2. mencari keterangan dan barang bukti ;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan
menaﬁyakan serta memeriksa tanda pengenal ;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab.
b. Atas perintah penyiaik dapat melakukan tindakan
berupa :
1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat,
penggeledahan dan penyitaan ;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat ;
3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
4. membawa dan menghadapkan seseorang pada

penyidik.




Pasal 7
(1) penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)
huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang
adanya tindak pidana ;
b.melakukan tindakan pertama pada saat di tempat
kejadian ;
¢.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa
tanda pengenal diri tersangka ;
d. melakukan penagkapan, penzhanan, penggeledahan dan
penyitaan ;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagail
tersangka atau saksi ;
h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
i. mengadakan penghentian penyidikan ;
J. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab.
Selanjutnya POLRI yang menjadi bagian integral

ABRI mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
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1.Selaku alat mnegara pe'negak hukum memelihara serta

meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan
segenap  komponen kekuatan pertahanan keamanan negara
lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah

negara dalam  mewujudkan keamanan dan  ketertiban

masyarakat.

.Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam

memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat

bagi tegaknya ketentuan peraturan perundangan-undangan.

.Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi vang

menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan tersebut di

atas,

.Selaku kekuatan sosial ikut aktif berperan serta di bidang

sosial politik dalam rangka mengamankan dan menyukseskan
perjuangan bangsa dalam  mengisi kemerdekaan serta
meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

.Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan pelaksanaan

tugas-tugas tersebut di atas.

.Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh peraturan

perundang-undangan.
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Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor

28 Tahun 1997 (Undang-Undang Kepolisian yang baru), lingkup

tugas dan wewenang kepoliéian terurai sebagai berikut :

Pasal 13

KepAolis-i_an N_egara Republik Indonesia bertugas :

a. selaku alat negara pensgak hukum memelihara serta
meningkatkan tertib hukum;

b. melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam
memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat
bagi fegaknya ketentuan perafuran perundang-undangan;

c. bersama-sama dengan segenap komponen kekﬁétan ‘pertahanan
keamanan negara lainnya membina ketenteraman m'asyarakat
dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan
ketertiban masyarakat;

d. membimbing masyarakat bagi tercfptanya kondis1 yang
menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢;

e. melaksanakan tugas lain sesuai d.engan pe;"aturau perundang-
undangan.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indones:a ;
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. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua

tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan

peraturan perundang-undangan lainnya;

. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran

kepolisian, dan laboratorium forensik serta psikologi

kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

. memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda,

masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan
ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan
perliindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi

hak asasi manusia;

. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina

keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
melindung! dan melayani kepentingan warga masyarakat
unfuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi

dan/atau pihak vang berwenang;

. membina ketaatan diri warga‘masyarakat terhadap hukum

dan peraturan perudang-undangan;

. turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan

pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
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1.

mefakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan
tekniz terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik
pegawai negeri sipi.l, dan' bentuk-bentuk pengamanan
swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas;
melakukan pengawasan terhadap orang asing yan:g berada
di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
sesual dengan peraturan perundang-undangan

mewakili  pemerintah  Republik Indonesia dalam

organisasi kepolisian internasional.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf i diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah,

Pasal 13

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ;

(1) Kepolisian Negara. Republik Indonesia secara umaum

berwenang :

4.

b.

menerima laporan dan pengaduan;

melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta

memotret seseorang;

mencari keterangan dan barang bukti;
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e. menyelenggarakan Pusat Informasi kriminal Nasional;

f.. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat
yang dapat mengganggu ketertiban umum;

g. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit
masyarakat;

h. mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan
perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan
bangsa;

i. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan
pelaksanaan putﬁsan pengadilan, kegiatan instansi lain,
serta kegiatan masyarakat; |

J. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

k. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara
waktu;

}. mengeluarkan surat izin dan/atau .surat keterangan yang
diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

m. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup
kewenangan administratif kepolisian yang mengikat
warga masyarakat,

{2) Kepolisian Negarﬁ Republik Indonesia sesuai dengan

peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :



a. memberikan izin dan mengawasi Vkegia;tan keramaian
umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

b. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

¢. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,
bahkan peledak, dan senjata tajam;

d. menyelenggarakan segristrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor;

e. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

f. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat
kepolisian khusus dén petugas pengamanan swakarsa
dalam bidang teknis kepolisian;

g. melakukan kerjasama dengdn kepolisian negara lain
dalam menyidik dan memberantas . kejahatan
internasional;

h. melﬁksanakan kewenangan lain vyang termasuk dalam
lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.
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Pasal 16

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana,

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, ~ dan
penyifaan;

b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

¢. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam
rangka penyidikan; |

d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan
serta memeriksa tanda pengenal diri;

¢. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperiukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan;

i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

J. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat

imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah
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dan tangkal terhadap orang yang disangka melékukan iin'dak
pidana;

k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada
penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil
penyidikan penyidik pe"ga.iva.i negeri sipil untuk diserahkan
kepada penuntut umum;

l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia menjalankan

tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negarﬁ Republik

Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-maéing tempat ia

diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya
sendiri,

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya .dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat

perlu  dengan memperhatikan peraturan perundang-



undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa

bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan
norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung
tinggi hak asasi manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik
Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Dari rincian tugas polisi di ‘atas teriihat
bahwa tugas polisi mencakup pelbagai aspek vyang
memerlukan fenaga, sumber daya manusia dan dedikasi yang
tinggi guna mendukung tugas-tugas tersebut. Itulah sebabnya
profesionalisme merupakan kata kunci bagi polisi dalam
menjalankan tugasnya yang begitu luas.

Berbicara  masalah profesionalisme - polisi,

Kunarte mengkonstatasi bahwa profesionalisme POLRI

merupakan dasar-dasar sikap, cara berpikir, tindakan, perilaku

yang dilandasi oleh ilmu kepolisian yang diabdikan pada
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kemanusiaan dalam wujud terselenggaranya keamanan serta
tegaknya kebenaran dan keadilan.®

Dari pendapat di atas, dapat disarikan bahwa inti
profesionalisme adalah adanya keahlian tertentu yang diperoleh
dari pendidikan khusus dan dilaksanakan dengan memenuhi kode
etik profesinya. Kualifikasi tersebut, banyak berkaitan dengan
predisposisi individu polisi itu sendiri. Satjipto Rahardjo,”
dengan mengutip Coates membedakan tiga tipe polisi, yaitu :
(1) the legisiatic abusive officer, yaitu mereka yang menyadari
perannya sebagai penjaga, pe]indung masyarakat, serta nilai-
niiai masyarakat, -dan dengan tepat menggunakan kekuatan, dan
sangat otoriter ; (2) the task offz'&er, yaitu mereka yang
menjalankan tugasnya tanpa menggunakan nilai-nilainya sendiri,
dan hanya menjalankan hukum ; (3) the community service
gfficer, yaitu yang tidak menerapkan hukum dan Bertindak
éebagai penegak hukum, melainkan. berusaha membantu
masyarakat dan memecahkan masalah,

Selanjut'nya, Rahardjo mengelaborasi, bahwa

gagasan ke arah profesionalisme yang mutakhir bertolak dari

**Kunarto, Merenungi Kritik Polisi Terhadap POLRI (Buku I), Jakarta : Cipta
Manunggal, 1996, halaman 325.

“Satjipto Rahardjo, "Sorotan Terhadap Profesionalisme POLRI, Kompas, 3
Desember 1996,
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keinginan untuk melakukan perombakan sesuai dengan
perkembangan ilmu dan tekmologi yang cepat. Perkembangan
dalam bidang ilmu dan teknologi, hendaknya dijadikan sebagai
pedoman bagi pengembangan pengetahuan polisi.

Standard tersebut mensyaratkan . Pertamé, latihan
ketrampilan dan kemampuan khusus ; kedua, anggota.kepolisian
harus mempunyai komitmen terhadap pekerjaannya, dan yang
ketiga, dalam menjalankan pekerjaannya, polisi membutuhkan
suatu tingkat otonomi te;tentu. Polisi profesional sebagaimana
tergambar di atas, perlu didukung oleh lingkumgan yang
kondusif, yaitu berkembangnya ilmu kepolisian, meluasnya
konsep pegawai negeri sebagai pelayan masyarakat, dan
dipakainya struktur birokrasi.®
Terdapat beberapa kendala terhadap terlaksananya

profesionalisme POLRI, yaitu : lemah dalam penguasaan teknis

khas kepolisian dan lemah dalam manajerial.

Pibid,

50



BAB i

MASYARAKAT DAN PERSEPSINYA TERHADAP POLISI

SEBAGAI PENEGAK HUKUM

Konstruksi judul di atas selain mengandung maksud
hendak mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap polisi sebagai
penegak hukum "apa adanya”, juga dimaksudkan untuk melakukan
aﬁalisis dan interpretasi terhadap pengaruh sikap tindak masyarakat
tentang polisi bagi proses penegakan hukum. Untuk maksud pertama
(deskripsi pesepsi masyarakat terhadap polisi sebagai penegak
hukum "apa adanya"), adalah pengungkapan perihal apa vang
diketahui, bagaimana interpretasinya serta cara bagaimana persepsi
tersebut diimplementasikan dalaﬁ sikap atau keputusan untuk
bertindak. Sedangkan untuk maksud kedua lebih kepada interpretasi
etik dari penulis dengan tetap bertolak dari data tentang persepsi
yang telah diungkapkan sebelumnya.

| Dalam rangka mendapatkan data yang relatif riil dan
bahkan untuk melengkapi data-data yang diperoleh lewat wawancara,
penulis telah membuat suatu Focus Group Discussion (FGD). Dalam
focus group discussion ini selain telah digulirkan kasus-kasus riil,

digulirkan pula kasus-kasus fiktif untuk dimintai jawaban dari
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anggota Focus Group Discussion yang umumnya juga merupakan
sampel penelitian. Dengan demikian keknatan utama dalam penelitian
ini selain terletak pada teknik wawancara mendalam (guided
interview) juga pada justifikasi focus group discussion.

Sebelum diiakukan. pengambilan  data melalui
penggabungan dua teknik tersebut terlebih dahulu penulis melakukan
penjajagan untuk menentukan sampel lokasi yang sekiranya valid
untuk dijadikan wilayah studi intensif. Untuk itu telah ditentukao
secara purposif dua kelurahan yang ada di Kotamadia Pematang
Siantar yakni Kelurahan Bah Kapul dan Kelurahan Dwi Kora sebagai
wilayah studi. Penentuan dua lokasi/wilayah studi ini telah dengan
mempertimbangkan variasi (karakter) sisfem sostal yang secara
teoritis diduga berpengaruh terhadap persepsi warganya.

Langkah berikutnya adalah menentukan sampel awal
yang kemudian dikembangkan sesuai prinsip bola salju {snew baal),
hinggé. data-data yang dibutuhkan dianggap telah cukup. Sampel size
pada akhirnya harus dapat mewakili unsur-unsur atau karakteristik
sosial yang ada di wilayah penelitian, seperti : pendidikan,
pekerjaan dan variabel-variabel sosial lainnya. Kepada sampe! size
inl kemudian diwawancarai secara mendalam dengan berpedoman
kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Hasi!

wawancara dicatat dan sebagiannya diingat untuk kemudian ditulis
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kembali srételah wawancara usai. Kekurangan informasi kemudian
diinventarisir dan dijadikan bahan diskusi dalam foecus group
discussion dengan penambahan kasus-kasus riil maupun fiktif
Anggota-anggota focus group discussion inipun dipilih dari sampel
size dengan tetap memperhatikan keragaman karakter sistem sosial
yang ada. o

Oleh‘ karena persepsi masyarakat terhadap polisi
hendak dikaji dalam kaitan dengan eksistensinya sebagai penegak
hukum maka demi menjaga korespondensi analisis, data-data yang
diambil hanya terbatas pada data tentang "persepsi” masyarakat
terhadap polisi dalam merealisasikan dan atau mengaplikasikan peran
atau tugas-tugas penyidikan. Tugas penyidikan itu sendiri, di dalam
organisasi kepolisian, diemban oleh satuan 'serse’ dalam rangka
penegakan hukum yang represif, yakni melaksanakan segala tindakan
hukum sehubungan dengan terjadinya tindak pidana. Segala tindakan
hukum dimaksud meliputi penyelidikan, penindakan, pemeriksaan,
pemanggilan saksi, penggeledahan, permintaan keterangan ahli dan
sebagainya dalam rangka proses peradilan pidana.

Dengan demikian, data-data yang hendak dikumpulkan
adalah data tentang persepsi masyarakat akan tindakan penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan [ain

sebagainya pada tahap penyidikan ; yang diperankan oleh polisi.



Turut melengkapi data-data tersebut juga disajikaﬁ interpretasi-

interpretasi masyarakat akan peran atau tindakan polisi tersebut.

A. Keadaan Masyarakat Yang Diteliti

Kotamadia Daerah Tingkat I Pematang Siantar
terletak pada posisi 3.02 dam 01.01 10 BT denga;n ketinggian
400 meter dari permukaan laut. Daerah ini berada pada dataran
tinggi yang merupakan kaki pegunungan Bukit Barisan.
Penduduknya heterogen, terdiri dari beberapa suku bangsa
yakni : Simalungun, Toba, Mandailing, Angkola, Sibirok, Jawa,
Karo, Minang dan lain-lain,

Pada masa pra proklamasi kemerdekaan,
Pematang Siantar adalah daerah kedaulatan kerajaan Siantar
dengan pusat pemerintahannya berada di pulau Holing {sekarang
merupakan daerah Pematang Siantar). Setelah masuknya
kolonial Belanda pada tahun 1907 ke Sumatera Timur maka
Siantar dan Simalungus menjadi koloninya, sekaligus
mengakhiri kekuasaan Raja. Setelah fnenguasai daerah 1ni,
selanjutnya pada tahun 1910 Belanda membentuk Badan
Persiapan Kota melalui Stb. Nomor 717 yang berlaku hingga
masa pendudukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka maka pada

tahun 1957 berdasarkan Undang-Undang Nomeor 18 Tahun 1957,

54



Siantar dijadikan kotapraja dan kemudian melalui Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1965 menjadi Kotamadia Daerah
Tingkat II Pematang Siantar hingga saat ini.

Kotamadia Daerah Tingkat II Pematang Siantar
terdiri dari sejumlah kelurahan antara lainnya ialah Kelurahan
Dwi Kora (sebagai kelurahan yang terletak di pusat kota) dan
Kelurahan Bah Kapul (merupakan kelurahan di pinggiran kota).
Selanjutnya dua kelurahan ini akan dideskripsikan secara serba
singkatr hal-hal sekiranya dapat menggambarkan variasi karakter
sosial- yang ada, mengingat dua kelurahan ini .merupakan

wilayah studi intensif.

1. Kelurahan Bah Kapul

Karena letaknya yang berada di pinggir kota, tak
pelak lagi Kelurahan Bah Kapul tidak terlalu sarat oleh
segala kegiatan kemasyarakatan, sosial, ekonomi maupun
pemerintahan. Kedudukan yang demikian ini setidaknya
mensinyalir kurangnya keragaman sistem sosial dan variabel-
variabelnya.

Kelurahan Bah kapul memiliki luas 2.272,26 ha
dengan jumlah penduduk 18.823 orang. Mayoritas penduduk

merupakan pemeluk agama Islam (lihat Tabel 1), yakni



50.88%, Kristen 39,50%, Katholik 9,35%, dan Budha 0,26%.
Sedangkan agama Hindu dan penganut/penghayat kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa masing-masing tidak ada

pemeluknya.

Tabel 1
Jumlah Pendadak Menarnt Agama/Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

NO | AGAMA/KEPERCAYAAN TERHADAP F %
TUHAN YANG MAHA ESA

1 Islam . 9.577 50,88

2 Kristen ‘ 7.436 38,59

3 Katholik 1.761 9,36

4 Hindu : - -

5 Budha _ 49 0,26

6 Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang - -
‘Maha Esa

Sumber ; Data Monografi, Biro Pemerintahan Desa Setwilda I Sumut, Tahun
1996 - 1997

Penduduk Kelurahan Bah Kapul umumnya atan
85,38% lulus pendidikan formal dan hanya 14,62% yang tidak
lulus pendidikan formal (putus sekolah) termasuk yang tidak
pernah dan atau belum mengikuti pendidikan formal sama
sekali. Kelompok yang lulus pendidikan formai, umumnya atau
46,31% tamat Sekolah Dasar, 21,01% tamat SMP/SLTP, 30,70

tamat SMA/SLTA, 1,08% tamat Akademi/D1-D3 dan selebihnya
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1,22% tamat perguruan tinggi jemjang pendidikan strata satu,

dua, dan tiga (lihat Tabel 2).

Tabel 2
Jumizh Penduduk Kelurahan Bah Kapul
Menurat Jenjang Pendidil;an Formal

NO JENJANG PENDIDIKAN F %

1 Tamat SD 7.7191 46,31
2 Tamat SMP/SLTP 3.535 21,01
3 Tamat SMA/SLTA 5.111 30,70
4 Akademi/D1-D3 183 1,08
5 Perguruan Tinggi/S1-S3 205 1,22

Sumber : Data Monografi, Biro Pemeriotahan Desa Setwilda I Sumut, Talun
1996 - 1997

Berdasarkan jenis matapencaharian, penduduk
Kelurahan Bah Kapul terbanyak merupakan karyawan swasta
{lihat Tabel 3). Dari total 18.823 penduduk, 46, 99%%
memphnyai‘pekﬂjaan tetap dan selebihnya 53,01% tergolong
penduduk yang belum mencapai usia kerja, pelajar, termasuk
yang tidak mempunyai pekerjaan atau matapencaharian tetap.
Dari kelompok yang mempunyai pekerjaan tetap 4,62% pegawal
negeri sipil, 6,63% ABRI, 17,97 karyawan swasta, 10,31%

wiraswasta/pedagang, 4,36% petani, 0,45% tukang, 2,13%
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buruh. tani, 2,25 pensiun/purnawirawan, dan 0,63 termasuk

penduduk yang bekerja di sektor jasa.

© Tabeld - )
Jumlah Penduduk Kelurahan Bah Kapul
Berdasarkan Matapencaharian

NO MATAPENGAHARIAN F %
1 Karyawan
- Pegawai negeri Sipil 802 4,62
- ABRI ' 872 4,63
.| - Swasta 3.382 17,97
2 Wiraswasta/pedagang 1.941 10,31
3 Tant 821 4,36
4 Pertukangan 84 0,45
5 Buruh Tani ' 400 2,13
6 Pensiunan/Pumawirawan 423 225
7 Nelayan - -
8 Jasa 118 0,63
9 Lain-lain 9.980 53,01

Swumber . Data Monografi, Biro Pemerintahan Desa Setwilda T Sumut, Tahun
1996 - 1997

Di bidang ideologi dan politik, Kelurahan Bah
Kapul tergolong kelurahan yang cukup aktif | melakukan
penataran (P4) kepada para warganya. Selama lebih kurang satu
dasawarsa terakhir telah dilaksanakan 18 kali penataran P4
deng.a.n jumlah warga tercatat 2.556 orang, 18 kelompok

simulasi dan 24 orang fasilisator P4. Di samping itu, sarana
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lain yang erat relevansinya bagi pemahaman hal-hal dj bidang

zdeologl dan politik bagi masyarakat setempat cukup tersesdia,

misalnya lewat organisasi sosial dan kemasyarakatan yang

berjumlah 22 organisasi dan organisasi kemasyarakatan 5
organisasi.

Di bidang komunikasi, masyarakat Kelurahan
Bah Kapul juga termasuk sangat mudah berhubungan dengan
dunia luar. Meski tanpa kantor postel dan kantor pos pembantu,
prasarana komunikasi lainnya banyak terdapat di Kelurahan Bah
Kapui seperti : telepon umum, pemilikan pesawat telepon,
pemilikan pesawat pgrabola, éemilikan pesawat televisi dan
lain sebagainya. Prasarana jalan juga memadai karena berada
pada posisi Iintas.jalan protokol lebih kurang 3 km, jalan
kabupaten 30 km, jalan desa 2,4 km dan jalan dusun lingkungan

13,9 km..

2. Kelurahan Dwi Kora
Dwi Kora merupakan kelurahan yang terletak di
pusat Kotamadia Pematang Siantar dengan luas wilayah yaﬁg
tidak begitu besar, yaitu hanya 25,5 ha. Jumlah penduduknya
termasuk tidak terlalu padat, yakni hanya 4.903 orang dari

918 kepala keluarga.
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« --Berdasarkan ‘matapencaharian, -.yenduduk-
Kelurahan Dwi Kora terbanyak merupakan kafyawan swasta
(lihat Tabel 4). Sebagaimana tampak pada.Tabel 4, karyawan
swasta 14,71%, pegawai negeri 0,51%, pensiunan 0,21%,
pedagang 13,24%, mocok-mocok 2,43%. Dengim demikian
penduduk yang mempunyai pszkerjaan tetap 31,08% dan
sisanya 68,92% adalah penduduk di bawah usia produktif,
termasuk pelajar dan penduduk yang tidak/belum mempunyal

pekerjaan tetap.

Tabel 4 :
Jumiah Penduduk Kelurahan Dwi Kora
Berdasarkan Matapepcaharian

NO MATAPENCAHARIAN F %
1 Pegawai negeri 25 0,51
2 ABRI - -
3 Karyawan swasta 721 14,71
4 Petani/buruh tant - -
5 Pensiunan ' 10 0,21
6 | Pedagang 649 13,24
7 Tukang/nelayan - - -
8 ‘Mocok-mocok : 119 243
9 Lain-lain 3.379 68,92

Sumber ; Data Monografi, Biro Pemerintzhan Desa Setwilda I Sumut, Tahun
1996 - 1997
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Berdasarkan agama dan kepercayaan kepada
Tuhan. Yang Maha Esa, penduduk Kelurahan Dwi Kora
mayoritas sebagai pemeluk agama Budha (lihat Tabel 5).
Tampak pada Tabel 5, pemeluk agama Budha di kelurahan
Dwi Kora mencapai 92,66% dan sisanya 3,73% sebagai
pemeluk agama Islam, 1,96% sebagai pemeluk agama Kristen,
1,65% Katholik dan 0,12% penganut/penghayat kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Tabel 5
Jumiah Penduduk Kelurahan Dwi Kera Berdasarkan Agama
dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maka Fsa

NO AGAMA/KEPERCGAYAAN TERHADAP F %
TUHAN YANG MAHA ESA
1 Islam 183 3,73
2 Kristen 96 1,95
3 Katholik 81 1,65
4 Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha 6 0,12
Esa
5 Budha | 18.557 92,66

Sumber : Data Monografi, Biro Pemerintahan Desa Setwilda I Sumut, Tahun
1996 - 1997

Keadaan bangunan di Kelurahan Dwi Xora,
hampir tidak dapé,t ditemukan  adanya  bangunan

sederhana/gubuk. Selain perumahan penduduk (baik permanen
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maupun semi permanen) juga terdapat beberapa kantor
pemerintah dan bangunan sosial seperti : masjid, gereja, dan
kelenteng. Jenis bangunan lainnya yang dengan mudah
ditemukan di kelurahan ini ialzh pabrik, home industri
(industri kecil), bank, toko, kedai nasi/kopi, kedai tuak dan
kedal sampah. Di samping itu, dalam kelurahan ini bangunan
pendidikan dari hampir semuna jenjang dengan mudah dapat
dilihat/ditemukan, yaitu : Sekolah Taman Kaﬁak-kanak,
Sekolah Dasar, SLTP dan SLTA masing-masing 3 buah serta
seBuah perguruan tinggi dan sebuah lainaya sekol.ah kejuruan.

Sebagaimana halnya Kelurahan Bah Kapul,
penduduk-Keiurahan Dwi Kora pun sebaian besarnya tamat
pendidikan formal (lihat Tabel 6). Tampak pada Tabel 6,
hanya 15,63% dari total penduduk 4.903 orang penduduk yang
tidak sekolah, 35, 48% drop out pendidikan formal dan
selebihnya 44,88% tamat pendidikan formal. Dari total
penduduk, yang tamat sekolah dasar 33,22%, tamat SLTP
5,38%, tamat SLTA 9,23% dan tamat Akademi/Perguruan
Tinggi 1,04%. Selanjutnya, vang putus sekolah (dr_op out)
dari Sekolah Dasar 27,84%, Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama 0,79%, dari SLTA 6,18% .dan dari

Akademi/Perguruan Tinggi 0,67%. Dengan demikian penduduk




Kelurahan Dwi Kora dari variabel jenjang pendidikan formal
tidak janh berbedn dengan komposisi penduduk Kelurahan

Bah Kapul sebagai Kelurahan yang berada di luar kota.

- Tabel 6
Kompesisi Pendudek Kelurahan Dwi Kera
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formai

NO JENJANG PENDIDIKAN F %
1 Tamat pendidikan formal
~ Tamat SD 1.629 33,22
- Tamat SMP 264 5,38
- Tamat SMA 453 9,23
- Tamat Akademi/Perguruan Tinggi 51 1,04
2 Putus sekolah (drop out)
- 3D 13653 27,84
- SMP ' 39 0,79
- SMA 303 6,18
- Akademi/Perguruan Tinggi 33 0,67
3 Tidak sekolah ' 766 15,63

Sumber : Data Monografi, Biro Pemerintahan Desa Setwilda I Sumut, Tahun
1996 - 1997

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Polisl Sebagal
Penegak Hukum

Sebagaimana dikemukakan dalam Bab I tulisan
ini, pesepsi masyarakat terhadap polisi sebagai penegak hukum

sesuai subjudul di atag, dikaji terbatas pada perilaku atau sikap
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tindak polisi pada tahap pe'ﬁyidikan tindak pidana. Tahap
penyidikan itu seandiri dalam KUHAP diatar dalam Bab IV
Bagian kedua, yakni dalam pasal 106 sampai dengan pasal 114,
yvang antara lainnya meliputi :

e pelaporan (peneriﬁiaaﬂ laporan) ;

¢ pemanggilan ;

s penangkapan ;

e penahanan ;

e pemeriksaan ;

e penggeledahan, penyitaan ;

o pemeriksaan saksi dan sebagainya.

Terhadap aplikasi peran dan atau sikap tindak polisi dalam
penanganan hal-hal tersebut di atas inilah yang telah dimintai
jawaban dari masyarakat, dalam hal ini pengetahuan,
interpretasi dan keputusannya untuk menyikapi sikap tindak

polisi dalam pelaksanaan tugas-tugas penyidikan,

1. Temuan-Temuan Penelitian
a. Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap Tindak Polisi
Atas Pelaporan Dan Pemanggilan.
Menjawab pertanyaan : "apakah yang diketahui

tentang polisi” dalam sosok idealnya sebagai penegak
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hukum yang sangat mehentukan dalam proses sistem
peradilan pidana, masyarakat sampel (responden) dari
semua strata cenderung sama mempersepsikan keberadaan
polisi. Masyarakat sampel mengetahui secara jelas
fungsi/tugas polisi selaku__ penega;k hukum untuk
memelihara serta meningkatkan tertib hukum bersama
komponen pertahanan keamanan lainnya guna mewujudkan
keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi adalah ujung
tombak penegakan hukum. Di tangan polisilah proses
awal penegakan hukum dan pembinaan kamiibmas
dipertaruhkan. Atas dasar ini pula masyarakat sampel
menginterpretasikan polisi | sebagai pelindung
masyarakat, pecinta keamanan dan ketertiban. Qlehnya
sosok polisi yang diharapkan adalah yang berpihak pada
kepentingan penegakan hukum dan pembinaan kamtibmas
tersebut.

Sebaliknya, menjawab pertanyaan : "apakah yang
diketahul tenténg polisi” pada aras realitas atau dalam
sikap tiudaknya sehari-hari, masyarakat sampel yang
mempunyal tingkat pendidikan wyang memadai, yang
berdiam di kota dan rata-rata mengenyam pendidikan

SMA ke atas mempersepsikan polisi sebagai sosok yang
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sangat 'mengecewakan”, sedangkan masyarakat sampel
yang 'tingkat pendidikannya tidak memadai mengenyam
pendidikan di bawah SMA dan berdiam di pedesaan
mempersepsikan polisi sebagai sosok yang
"menyeramkan". Pollisi dalam interpretasi masya;__akat
sampel golongan pertama, menjadi sosok yang sangat
mengecewakan karena dalam hal menerima laporan dan
atau pemanggilan (calon) tersangka, misalnya ; poliéi
baru akan bertindak/melaksanakan tugasnya bila diberi
imbalan sejumlah wang. Rumor "POL + ISI” (yang kurang
lebih berarti : Per_luh terisi) yang mengalegorikan nama
"POLISI? dengan perilakunya  yang cenderuﬁg
materialistis, sekiranya cukup mewakili sosok polisi
dalam sikap tindak kesehariannya, menurut interpretasi
masyarakat sampel golongan ini.

Selalnjutnya, pada masyarakat sampel golongan
kedua (mereka yang tidak mempunyai tingkat pendidikan
yang cukup), interpretasi sosok poi.isi sebagai sangat
menyeramkan, selain karena polisi terkesan materialistis
ya1.1g mengindikasikan polisi sangat menonjolkan
kekuasaan, juga disebabkan karena polisi selalu

memanfaatkan ketidaktahuan atau kebodohan masyarakat




untuk menpakut-nakuti masyarakat,- berp;r-ilaku kasar dan
bahkan mengabaikan begitu saja bila ada pengaduan dari
masyarakat yang tergolong awam. Untuk interpretasi ini
masyarakat sampe! menunjuk contoh kasus yang terjadi
pada bulan Aguétus 1997 yiang lalu di
Sidamanik/Simalungun ; di mana seorang masyarakat
awam melaporkan lurahnya ke Polsek Sidamanik karena
sesuatu tindak pidana. Terhadé,p laporan/pengaduan ini
ternyata tidak ada tindak lanjut (baik itu penamgkapan

maupun pemanggilan). Akibatnya, tindakan main hakim

sendiri tidak terefakkan lagi. Merasa laporannva tidak

ada tindak lanjuinya, masyarakat awam ftersebut lantas

membnuauh lurahava,

Ketiadaan tindakan polisi dalam menindaklanjuti
laporan/pengaduan tersebut dalam interpretasi
masyarakat sampel adalah karena si pelapor tidak
membayar atan menyerahkan biaya operasional yang
lumrah diistilahkan sebagai "Uang Bensin". Dalam Focus
Group Discussion, interpretasi yang demikian ini sefain
diakul ada benarnya, juga disinyalir ada hal lain yang

lébih dominan yaitu "budaya bertindak diskriminatif”
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" dari pelisi dalam hal menangani laporan dan atau

pemanggilan (calon) tersangka.

Budaya bertindak diskriminatif tersebut menurut
masyarakat sampel dengan mudah dapat diamati pada
perlakuan polisi atasvlaporan)’perigaduau dari seorang
masyarakat awam dengan laporan/pengaduan seseorang
dengan status sosial atau jabatan tertentu. Dalam contoh
kasus yang demikian ini, diskriminasi perlakuvan mutlak
tidak terelakkan dan yang selalu menjadi korbannya
a&alah masyarakat awam yang selain tanpa status sosial
dan jabatan tertentu, juga tidak ada hubungan-hubungan
khusus dengan polisi. Perihal kesan masyarakat tentang
sikap findak polisi dalam hal pelaporan dan

pemanggilan, dapat dilihat dalam Tabel 7.
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- Tabel 7
Kesan Masyarakat Tentang Sikap-Tindak Polisi
-Terkadap Pelaporan dan Pemanggilan

KELOMPOK  MASYARAKAT
(N
NO | KESAN TINDAKAN POLIS! | PERKOTAAN | PEDESAAN
(12) (12)
1 | Selalu minta nang bensin 5 3
2 | Tidak mengambil tindakan
atas laporan 3 4
3 | Mengutamakan orang-orang
yang berpunya 4 5

Jumlah responden = 24 orang

Terhadap sekalian sikap-tindak polisi tersebut,
kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan SMA ke
atas (yang ada di kota) melihat sebagai hal yang
mengecewakan. Responden vyang berpendidikan SMA
menganggap penampilan polisi yang mengecewakan itu
berkaitan dengan pengalaman mereka ketika berurusan
dengan polisi, yang sering tidak taat pada peraturan dan
mengutamakan kepentingan sendiri. Sementara itu bagi
responden yang berpendidikan di atas SMA (yang rata-
rata memiliki kgdudukan peanting secara sosial dan
ekonomi), mengaitkan penampilan  polisi yang

mengecewakan itu dengan minimnya biaya operasional,
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adanjra hubungan-hubungan  tertentu dengan para
pelanggar, dan adanya sikap anggota masyarakat yang
suka berkolusi dengan aparat bahkan dengan ofang-orang
tertentu yang dapat menekan polisi. Sedangkan untuk
kelompok Fpasyarakat yang pendidikannya di bawah SMA
(yang rata-rata menjadi pedagang kecil dan petani di
daerah pedesaan) melihat tindakan di atas sebagai hal
yang menyeramkan. Hal ini bertolak dari pengalaman
‘mereka berkaitan dengan cara polisi memperlakukan
mereka ketika menyampaikan laporan atan pengaduan.
Rata-rata mereka mengaitkan masalah tersebut dengan
kekuasaan yéng dimiliki polisi dan kedudukan sosial
ekonomi responden vyang lemah. Mengenai persepst
responden berdasarkan tingkat pendidikannya terhadap
tindakan polisi menyangkut pelaporan dan pemanggilan,

dapat dilihat dalam Tabel 8.
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Tahel 8
Persepsi Masyarakat Terhadap Pelisi
Dalam Hal Pelaporan dan Pemanggilan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden

KELOMP OK
MAS YARA KAT
NO PERSEPSI DIBAWAH SMA Di ATAS
MASYARAKAT SMA SMA
(8 8) (7)
1 | Mengecewakan 1 2 1
2 | Menveramkan 3 1 1
3 | Kekurangan biava
operasional - y 1
4 | Pengaruh/tekanan
orang tertentu - 1 2
5 | Main kuasa 2 1 2
6 | Kedudukan :
responden yang
lemah secara sosial
dan ekonomz - 1 1 -

Jumlah responden = 24 orang

. Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap Tindak Polisi
Dalam Hal melakukan Tindakan Penangkapan,
Penahahanan dan Pemeriksaan.

Perihal penangkapan, penahanan dan
pemeriksaan sebagai serangkaian kegiatan di tahap

penvidikan, merupakan tahap-tahap vyang rawan dan’
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sangat mungkin untuk terjadinya tindakan—tindékan
melawan hukum dari polisi.

Stkap tindak polisi dalam hal melakukan
penangkapan, penahanan dan pemeriksaan dipahami oleh
masyarakat sampel sebagai tahap di mana selalu teriihat
tindakan-tindakan kekerasan polisi baik sebagai cara
untuk sekedar menangkap pelaku tindak pidana maupun
sebagai alat yang “lebih kurang” harus digunakan untuk
kepentingan pemeriksaan. Atas dasar ini masyarakat
sampel pada.semua strata, lalu menginterpretasikan
polisi identik dengan kekerasan dan unjuk kuasa bagi
kepentingan penegakan. Jadi suatu perilaku melawan
hukum untuk kepentingan hukum,

Menjawab pertanyaan : apa saja yang diketahui
tentang polisi sehingga pada kesimpulan tersebut di atas,
masyarakat sampel baik dalam responnya terhadap
pertanyaan yang dilakukan pemneliti maupun dart hasil
diskusi Inelalui focus group discussion, mengungkap
beberapa kondisi faktual yang terjadi di daerah
penelitian, sebagai berikut :

a. me[akukan- penangkapan tanpa surat perintah

penahanan ;
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b. melakukan penahanan tanpa surat perintah penahanan ;

c. melakukan negosiasi perdamaian dengan membayar
sejumlah uang ;

d. pemeriksaan disertai dengan kekerasan seperti
bentakan, pemukulan dan lain sebagginya selalu
terjadi di daerah penelitian.

Dalam interpretasi masyarakat sampel, sikap
tindak polisi yang tampak tidak bersesuaian dengan
hukum (KUHAP) tersebut bukan karena polisi tidak
mengetahui hukum atau karena polisi tahu masyarakat
tidak ‘akan mungkin mempertanyakan dokumen-dokumen
yang harus menyertai polisi di saat ia mélaksanakan
tugasnya seperti : surat perintah penagkapan, misalnya ;
tetapl lebih dikondisikan oleh budaya temperamental
yvang dibumbui kuasa dan kekuatan vang dimiliki polisi.
Di samping itu, mﬁsyarakat sampel umumnya memahami
bahwa polisi dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum
seyogya atau idealnya tidak hanya sekedar mengetahui
hukum tapi mempunyai kemampuan penguasaan hukum
dalam segala seginya. Namun secara realitas hal tersebut
adalah suatu yang mustahil karena yang dominan ada

ialah polisi-polisi dengan budaya temperamsntal tersebut
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di atas. Konsekuensinya, kekerasan sebagai hasil akhir
dari budaya temperamental tersebut tampak tidak dapat
dilepaspisahkan dari birokrasi polisi.

Dalam memahami polisi dari segi tampilannya

sehari-hari, masyarakat sampel menambahkan pula bahwa

sikap tindak polisi yang identik dengan kekerasan dan
cenderung materialistis tersebut, boleh jadi hanya
tampilan polisi sebagai orang perorangan dan bisa pula
sebagai penyakit kronis yang turun temurun dari
birokrasi polisi. Permasalahannya, menurut masyarakat
sampel adalah_kesulitan membuat pembedaan karena
tidak jarang polisi menganggarkan profesinya kepada
masyarakat uﬁtuk mengejar setoran pada atasan, yang
kalau dirunut lebih lanjut penggunaan setoran tersebut,
ternyata pula digunakan untuk biaya operasional
lembaga. Yang pasti, lanjut masyarakat sampel,
pembedaan tampilan polisi sebagai orang perorangan,
sebagai  anggota kesatuan dan sebagai anggota

operasional,® semata-mata dilakukan agar image jelek

*Kapolri Dibyo Widodo, antara lainnya pernah mengkualifisir penampilan polisi
dalam tiga klasifikasi, yaitu : penampilan perorangan, penampilan kesatuan, dan
penampilan operasional. Membenahi penampilan polisi sebagal orang perorangan
inifah menurut Dibyo Widodo yang paling sulit karena menyangkut mental orang
perorangan, Kompas, Selasa 1 Juli 1997.
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masyarakat terhadap birokrasi polisi dapat dialihkan
pada oknum tertentn saja. Mengenai kesan masyarakat
tentang tindakan polisi dalam penangkapan, penahanan,

dan pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9
Kesan Masyarakat Tentang Tindakaa Polisi
Dalam Penangkapan, Penahanan, daa Pemeriksaan

KELOMPOK  MASYARAKAT
| (N
NO | KESAN TINDAKAN POLISI | PERKOTAAN PEDESAAN
' (25) (25)
1 Adanya kekerasan 3 4
.2 | Umuk kuasa 9 ' 10
3 Tanpa surat perintah 4 6
4 Upaya damai dengan ‘
membayar sejumlah uang 7 5

Jumlah responden = 50 orang

. Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap Tindak Polisi

Dalam Melaksanakan Tindakan Penggeledahan,
Penyitaan dan Pemeriksaan Saksi.

Persepsi masyarakat terhadap sikap tindak polisi
dalam penanganan hal-hal di atas, tidak jauh berbeda
dengan persepsi terhadap sikap tindak akan hal-hal yang

teiah dibahas sebelumnya. daiam hal diiakukan
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penggeledahan dan -penyitaan oleh polisi untuk
kepentingan penyidikan tindak pidana, sepengetahuan
masyarakat sampel, sering dilakukan tidak deagan Berita
Acara Penyitaan ataupun Berita Acara Penggeledahan.
Yang menarik dari apa yang diketahui
masyarakat sampel adalah pada kejadian sekitar
pemeriksaan saksi korban. Menurut masyarakat sampel,
sering terjadi polisi berupaya menyetir saksi agar
sedapat mungkin bisa berdamai dengan tersangka pelaku.,
Biasanya dalam konteks iﬁi, menurut masyarakat sampel,
tersangka pelaku telah melakukan pelbagal pendekatan
dengan unsur pimpinan polisi dengan kesediaan
membayar sejumlah uang dan tidak jarang untuk
kepentingan negosiasi inl melibatkan pihak ketiga
sepertl : pengacara ataupun orang lain yang mempunyal
kedekatan hubungan dengan unsur pimpinan polis: tadi.
Dalam hal negosiasi damai dimaksud diterima
oleh saksi korban maka tindak pidana ataupun
pelanggaran tersebut dianggap selesai. Pihak tersangka
pelaku dalam ha! ini wajib membayar sejumlah vang yang
lebih lazim dikenal dengdn nama “Uang Cabut Perkara”.

Dalam hal saksi korban tidak menerima negosiasi damai,
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tindak pidana atau pelénggaran tadi hampir dapat
dipastikan hilang pada tingkat penyidikan. Dengan
demikian, menerima atau menolak damai vyang
dikemukakan polisi sama akibatnya. Oleh sebab itu lanjut
masyarakat sampel, bila posisi mulai dengan strét"egi
tawaran damainya maka itu berarti “mau tidak mau”
harus diterima. Tentang sikap-tindak polisi dalam
penggeledahan, peayitaan, dan pemeriksaan saksi dapat

dilthat dalam Tabel 10.

Tabelt 10 ‘
Kesan Masyarakat Teniang Sikap-Tindak Polisi
Menyanghut Penggeledaban, Penyitaan, dan Pemeriksaan Saksl

KELOMPOK  MASYARAKAT
(N
NO | KESAN TINDAKAN PGLISI | PERKOTAAN PEOESAAN
{13) (13)

1 Negosiasi danal antara

korban dan pelaku 2 4
2 Adanya uang cabut perkar 5 2
3 Kekerasan : 4 3
4 | Tanpa surat perintah 2 4

Jumlah responden = 26 orang
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2. Analisis Hasil Penelitian

Setelah memperoleh ciata tentang sikap tindak
polisinya sebagai penegak hukum di tingkat penyidikan
sebagaimana diuraikan di atas, maka setelah dianalisis dan
berdasarkan perkembangan hasil diskusi dalam focus group,
disimpulkan ada sejumlah faktor yang menjadi latar dari
sikap tindak polisi, yaitu :

1. faktor orientasi pada tujuan organisasi ;
2. pengalaman dalam kelompok (kesatuan, Polri) dan
jawaban masyarakat ; dan

3. sifat tugas penyidikan itu sendiri.

a. Faktor Orientasi Pada Tujuan Organisasi

Dalam penelitian ditemukan bahwa pada tingkat
operasional polisi selalu menge.nyampingkan syarat-
syarat formal prosedural karena dianggap menghalangi
kelancaran dan efisiensi kerja polisi. Fenomena umum
ini tidak lebih dari suatu konsekuensi logis dari “Iogika’.’
sebuah birokrasi modern, yaitu obsesi pada peningkatan
efisiensi yang bersifat kecepatan, ketepatan,

administratif, biaya, materi waktu ;. dalam rangka
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| mencapal fujuan organisasi yvang pada umumnya sudah
ditargetkan.”
“Logika” birokrasi modern seperti dikemukakan
Weber tersebut agaknya berpadanan dengan Crime
Control Modef-nya Helbert L. Packer. Menurut Packer
nilai-nilai yang dominan dalam Crime Conirol Model-
nya (CCM) adalah menekan kejahatam merupakan tugas
atau fungsi utama yang harus diemban oleh peradilan
pidana.51 CCM oleh Packer digambar sebagai prosedur
vang dilandasi oleh-semangat efisiensi dan kemampuan
profesionalisme dalam pelaksanaan tugas guna menekan
kejahatan. Dengan demikian, tidaklah mengherankan
kalau penekanan efisiensi yang tidak didukung oleh
profesionalisme vyang memadai dapat mengarah pada
tindakan-tindakan se{venang—wenang sebagaimana
menjadi fenomena umum dalam bentuk intimidasil atau
kekerasan yang telah banyak dibahas dan subbab

sebelumnya.

% that dalam Peter M. Blau & Meyer W. Marshall, Birokrasi Dalam masyarakat
Modem, Jakarta Ul Press, 1987, halaman 161.

S'Herbert L. Packer, The Limit of The Criminal Sanction, California : Stanford
University Press, 1968, halaman 158.




Dalam kerangka pikir di mana polisi lebih
menekankan pelaksanaan tugasnya pada tujuan organisasi
yakni maksimalisasi pengungkapan kejahatan maka impak
struktﬁralnya menurut  Susanto,”  sangat mungkin
mengkondisikan polisi untuk melakukan tindakan-
tindakan yang didasarkan atas pertimbangan dan
kepentingan dalam mengejar tujuan organisasi tersebut.
Pertimbangan yang muncul antara lain : berusaha
memperoleh hal-hal yang menguntungkan organisasi dan
atau berusaha menekan beba.n {biaya) seminimal mungkin.
Konsekuensinya, tuntutan untuk meneskan atau
menghindari beban-beban yang dapat menghambat tujuan
organisasi inilah yang telah membidani munculnya sikap
serba pragmatis yang bermuara pada simpulan polisi
identik dengan kekerasan dan materialistis.

Memang tiap lembaga, tak terkecuali kepolisian
selalu memiliki kebijakan-kebijakan untuk mensukseskan
program atau target-target vyang secara intern harus
dipenuhi. Dan justru dalam konteks itulah "pengabdian

pada lembaga” logis dan sah-sah saja. Sebab, seperti

21.5. Susante, “Kejian Sosiologis Terhadap Polisi®, Makalah disampaikan pada
Simposium Nasional Polisi Indonesia di Undip, 19 - 20 Juli 1993.
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dikatakan Porter,” tujuan-tujuan dalam suatu lembaga

berfungsi antara lain sebagai @ (1) focus attention ; (2)
provide a source of legitimacy ; (3) serve as «

standard.

Fangsinya sebagai fecus atiention, suatu tujuan

organisasi dapat dijadikan oleh para anggot‘a sebagat
semacam suatu senirum dalam mana usaha-usaha dan
kegiatan-kegiatan aﬁggotanya diorientasikan sebagal
suatu kesatuan. Me_lalui tujuan organisasi, para anggota
diberi arah yang jelas tentang kegiatan dan apa yang
harus dan yang tidak harus dikerjakan dalam kerangka
organisasi. Tindak tanduk atau aktivitas dalam
organisasi, dengan demikian senantiasa berorientasi pada
tujuan tersebut.

Dalam arah pemikiran seperti ini, kita dapat
mengatakan bahwa kehidupan dalam organisasi dan
tujuan-tujuannya sesungguhnyalah melampauni
kepentingan-kepentingan  pribadi  anggota, . bahkan
kepentingan individu ditundukkan di bawah kepentingan

organisasi sebagai keseluruhan.

$3Lyman W. Porter, et ai, Behaviour In Organizations, NY : Mc. Graw-Hill Book
Company, 1975, halaman 78 - 79.
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Melalui fungsinya sebagai dasar legitimasi,
tujuan organisasi dapat dijadikan oleh para anggotanya
sebagal dasar keabsahan -dan pembenaran t{indakan-
tindakan dan keputusan-keputusan mereka. Dalam arti
yang demikian, seorang anggota memperole-ﬁ ”Iogika
apologia" dalam menghadapi kritik dan gugatan dari
pihak lain.

Hal 1t dapat diiﬁengerti, mengingatl fujuan
organisasi sebagal orientast nilai, oleh para anggotanya
diperlakukan sebagai sesuafu vang bersifat harug dan
sekaligus dipandang cukap penting uuntuk diperhatikan.
Ini tidak hanya berlaku bagi tingkah laku individu, tetap:
juga bagi perilaku organisasi. Dan justru karena sifatnya
yang demikian, maka segala tindakan ataupun keputusan
yang mereka tempuh, walaupun menurut orang luar salah,
akan tetap dipertahankan dan dibela. Pada titik inilah,
para anggota terjamin dan merasa aman dalam
melaksanakan tugas yang diwajibkan organisasi.

Tujuan organisasi juga berfungst menyediakan
pedoman-pedoman (praktis) bagi para anggotanya. Dalam
fungsinya = yang dem.ikian, tujuan organisast

menghubungkan para anggotanya dengan pelbagai tata
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cara atau aturan main dalam kelompok. Oleh karena itu,
tujuan organisasi berfungsi untuk membantu para anggota
dalam menentukan bagaimana c¢ara yang terbaik dalam
melaksanakan tugas. Standar tindakan itulah yang akan

menjadi tolok ukur dalam menilai bobot suatu tindakan.

Mengapa? Oleh karena sebuah organisasi dapat berfungsi

dengan baik, hanya apabila anggota-anggotanya bersedia
untuk menginterpretasikan diri di bawah aturan main

kelompok.

b. Pengalaman Dalam Kelompok.

Mengikuti "logika” teori interaksi simbolik yang
mengajarkan bahwa, makna-makna yang dijadikan acuan

oleh seseorang dalam menginterprefasikan sebuah

realitas vyang dihadapi, adalah sekalian pandangan,

pengertian, batasan-batasan yang ada dalam dunia
kognitifnya. Dan sekalian sistem makna itu diperoleh dan
dikembangkan berdasarkan atau melalui interaksi dengan
sesama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,
dapatlah dikatakan bahwa proses mempelajari, merevisi,
memelihara dan mengaktuaikannya dilakukan dalam

konteks interaksi vang terus menerus.
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 Berangkat dari logika ﬁikir tersebut di atas
dapatlah dikatakan bahwa pemaknaan dan i'nterpretasi
polisi tgrhadap tugasnya yang tampak bernuansa negatif
seperti  diungkap sebelumnya, dipastikan sangat
dipengai’uhi oleh imnteraksinya dengan sesama polisi dan
dengan lingkungan di mana ia berada. Sebab, seperti
dikatakan Kelman, perilaku individu pada hakikatnya
merupakan hasil proses internalisasi yaﬁg disebabkan
oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberi efek pada
kognisi (pengenalan) seseorang j?ang bersumber pada
orang lain dalam kelompok tersebut.®

Margareth Mead,” lewat teori Menmf Health
dan Mental Illness-nya mengatakan bahwa, pengalaman-
seseorang, hubungannya dengan dirinya sendiri, orang
tﬁanya, saﬁdaranya, dan orang yang dihormatinya ;
pendeknya, pengalaman  hidup  seseorang dalam
kelompoknya javh lebih penting daripada sesuatu yang
datang dari luar, te-rutama dalam menjawab tiap
tantangan, apakah ia akan menyesuaikan diri ataukah akan

bertahan tidak menyesuaikan diri. Jawab terhadap

i ihat datam Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum,
Jakarta, Rajawali, 1982, halaman 230.

55M. Mead, Cuiture Pattems and Technicai Change, The New American Library of
World Literatures, 1960, halaman 14 - 20,
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tantangan tersebut, dilakukannya berdasarkan pengalaman
hidupnya yang berorientasi pada kelompok.

Begitu pula dengan persepsi, yang menjadi tema
pokok dari karya ini, dapat dipahami sebagal suatu
proses kesadaran individu vyang dipengaruhi oleh
kesadaran dirinya, pengalaman, kecerdasan, pendidikan
dan latar sosialnya.”

Apa yang disinyalir oleh logika teori di atas
sebenarnya juga berlaku pada polisi di daerah penelitian
ketika dihadapkan dengan sikap ‘_tir_ldakannya dalam
menjalankan tugas, terutama dalam interprefasinya
terhadap sikap tindak tersebut. Dalarh penelitian
terungkap, polisi cenderung materialistik tidak terlepas
dari sebuah proses pemahaman terhadap kebiasaan yang
selalu ada dalam komunitasnya ; sementara terhadap
kebiasaan ini ada jawaban positif dari masyarakat. Sikap
tindak masyarakat seperti kolusi dengan polisi juga tidak
lebih dari suatu proses internalisasi yang selama ini ada
dalam interaksi masyarakat dengan polisi. Proses
internalisasi dalam komunitas di satu pihak dan dalam

komunitas masyarakat di pihak lainnya, inilah yang telah

8garlito Wirawan Sarwono, Polisi dan Masyarakat : Tinjauan Psikologi Sosial,
19893, halaman 2 - 3.



melegitimir kecenderungan materialistis polist tersebut
sebagai suatu fenomena yang tidak dapat dihindarkan.
Sekalian informasi di atas, sesungguhnya
memperlihatkan pada kita bahwa suatu lembaga penegak
hukum (polisi) selalu bekerja dalam kerangka ;stimulus—
respons dengan tingkat kompleksitas yang rumit. Batasan
tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-
undang, pada gilirannya secara manajerial dalam
organisasi birokrasi yang pada level terakhir terwujud
dalam diri pelaku atau pemegang peran yang sudéh tentu
memiliki muatan-muatan nilai tertentu. Konsekuensinya
menurut Legal Melee-nva Smmfc;rd,57 interpretasi'
terhadap suatu atyran hukum selalu harus dibaca dalam
rentangan kerangka kelompoknya. Dengan demikian,
hukum tidak selalu harus dibaca sebagaimana tertulis
tetapi selalu diinterpretasi sesuai kepentingan kelompok.
Hal ini mungkin, oleh karena ia memiliki peluang dan
wewenang serta nilai dan orientasi- sebagai anggota

kelompok.™

charles Stamford, The Disorder of Law : A Critique of Legal Theory, halaman
268,
81bid., halaman 269,
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Sifat Tugas Penvidikan.

Dalam  proses penyidikan, masyarakat
membayangkan atau menaruh harap pada polisi agar
dapat mengungkapkan suatu tindak kejahatan atau
pelanggaran, Secara umum masyarakat sampel baik
melalui wawancara maupun lewat jfocus group
discussion mengakui bahwa mereka sangat mengharapkan

polisi dapat menghukum tersangka dan melindungi

korban. Itulah sebabnya lanjut masyarakat sampel, polisi

seyogyanya harus mampu mempertahankan cifranya di
masyarakat,

Menjawab pertanyaan : mengapa polisi
cenderung tidak mempertahankan citra idealnya ‘di mata
masyarakat? Hal ini menurut masyarakal sampel erat
hubungannya dengan perilaku masyarakat --- yang kalau
boleh disimpulkan polisi menjadi materialistis karena
masyarakat itu sendiri yang imenghendakinya.

Meski tampak "hitam-putih”, hasil jawaban para
responden di atas je'las menggambarkan sebuah realitas
polisi yang sangat jauh dari sosok idealnya. Dengan
tidak bermaksud memberi justifikési terhadap fenomena

tersebut Kunarto dan Anton Tabhah mensinyvalir bahwa :
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....... memang antara polist das Sollen dan polisi das
Sein terbentang suatu spektrum yang kadang luas dan
dalam tetapi kadang juga dekat.® Permasalahan klasik
yang selama ini dicari solusinya ialah, bagaimanakah
cara mendekatkan harapan dan realitas tersebut,

Satjipte Rahardjo lewat tulisannya yang
berjudul "Membangun POLRI Yang Berkelanjutan"®
mengemukakan bahwa upaya mendekatkan polisi Das
Sollen dengan polisi das Sein sebenarnya telah banyak
dilakukan yaitu dengan cara “pemoli.sian" baik dalam
model profesional maupun secara sosial. Proyek-proyek
'seperti “polisi sahabat remaja”, "polisi sahabat an‘ak”,
Binmas (Bimbingan Masyarakat), Babinkamtibmas
(Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Desa)
merupakan realisasi dari upaya pemolisian secara sosial.
Akan tetapi karema kinerja polisi (baca, Pelri)
dimanapun di dunia ini, lanjut Satjipte Rahardjo, sangat

ditentukan oleh persepsi masyarakat maka polisi yang

“Penjelasan yang refatif lengkap tentang sebab-sebab terjadinya spektrum yang
terlalu luas antara polisi das Sollen dengan polisi das Sein, Lihat Kunarto dan
Anton Tabah, Polisi Harapan dan Kenyataan, 1995, halaman 53 - 54,

“!Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa mode! polisi yang profesional diukur dari
kecepatannya mendatangi tempat kejadian (TKP) sedangkan model pemolisian
secara sosial sebaliknya dapat dilihat pada kedekatan polisi dengan masyarakat ;
Baca Satjipto Rahardjo, "Membangun Polri Berkelanjutan", Kompas, 1 Juli 1997,
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represif dam sepenvhaya menjadi penjaga status quo,
sudah saatnya untuk direnung kembali, karena pemolisian
secara prostagonistik --- yakni yang berpihak pada
rakyat, lebih dari suatu pilihan alternatif kalau tidak
hendakﬂikatékan cﬁkup mendesak.

Sementara itu, fenomena di atas memperiihatkan
pada kita bahwa dalam kerangka tugas teknis polisi,
sekalian tuntutan yang melekat padanya menjadi stimulus
bagi mereka untuk bersikap tindak tertemtu bag: suatu
hal. Dalam konteks ini beban teknis pekerjaannya akan
menentukan bentuk hubungan sosial yang akan dipilih dan
dibinanya. Dengan perkataan lain, pekerjaan seorang
polisi merupakan faktor penentu dari tingkah laku dan
identitas sosialnya.él

Kecenderungan untuk tidak memihak pada
kepentingan atau tuntutan masyarakat atau korban,
merupakan wujud pengabaian dari suatu keharusan
penataan hubungan oleh polisi berhadapan. dengan
masyarakat dalam konteks mempertanggungjawabkan
tugasnya. Dengan demikian, pengabaian kepentingan

(dibaca,- hak) tersangka pada taliap penyidikan sesuai

Sigatjipte Rahardjo, "Masalah-masalah Penegaken Hukum @ Suatu Tinjauan
Sosiologis®, Bandung, Sinar Baru, tanpa tahun, halaman 104.
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dengan temuan penelitian; dapat pula dilihat sebagal
upaya yang berorientasi pada makna "hakikat sosial” dari
pekerjaan sebagal penyidik, karena itulah salah satu cara
unfuk mempertanggungjawabkan fungsi mereka pada
masyarakat.&

Sifat tugas penyidikan memang tampak kompleks
dengan sekalian permasalahan yang mengitarinya. Dalam
hal penangkapan dan pemeriksaan, misalnya. Bagi polisi,
"keyakinan" akan kesalahan tersangka harus ada terlebih
dahulu sebelum penyidik melékukan upaya paksa, karena
tindakan upava paksa init akan rﬁengandu_ng resiko
sosiologis, yaitu antara lain, resiko salah tangkap,
praperadilan dan perlawanan dari tersangka.” Dalam
kondisi demikian kita melihat bahwa polisi menghadap:
dan mempunyai psrmasalahan tersendiri dalam berusaha

- melakukan upaya paksa terssbut. Dengan perkataan lain,
pada saat untuk melakukan penangkapan dan penahanan
polisi sudah menjalankan pekerjaan yang "multifungsi®,
yaitu tidak sebagai polisi saja, tetapi juga sebagai jaksa

dan hakim sekaligus. Artinya, sebelum polisi memutuskan

52ibid., halaman 107.
Sgatjipte Rahardjo, "Studi Kepolisian Indonesia : Metodologi dan Substansi®,
Semarang | FH UNDIP, 1993, halaman 1 - 8. :




untuk menangkap seseorang maka ia harus yakin terlebih
dahulu bahwa orang itu bersalah karena melakukan
keyahatan. = Hal 1ni mutlak, karena resiko yang
dihadapinya tidak kecil. Kecuali resiko hukum ia juga
dihadapkaﬁ pada resiko sosiologis.

Dalam hubungan dengan tampilan polisi yang

identik dengan kekerasan di tahap penyidikan (khususnya

saat penangkapan, penahanan dan pemeriksaan), catatan

hukum Satjipte Rahardjo di bawah titel “Sebuah
Harapan lPada RUU Poiri”, mensinyalir bahwa legitima%i
penggunaan kekerasan oleh polist walau cukup
mengganjal, tapi sebenarnya tidak terlalu mengherankan,
sebab persepsi penggunaan kekerasan ttu sendiri berbeda
diantara masyarakat dan polisi. Bagi polisi, lanjut
Satjipto Rahardjo, kekerasan adalah fungsional, karena
tanpa menggunakannya, hampir tidak mungkin polist
dapat menyelesaikan tugasnya. Sebaliknya, di mata
masyarakat penggunaan kskerasan adalah ek‘sepsion'al
{kekecualian). Sementara itu, batas-batas antara
penggunaan kekerasan yang layak dan yang tidak layak

juga sering tidak mudah ditunjukkan.®

B4 ewat catatan hukum tersebut, Satjipto Rahardjo mensinyalir pula bahwa
penelitian-penelitian sosiologis seperi dilekukan oleh Donald Black dan J.
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Memahami tugas polisi pada aras realitas
memang bukanlah satu hal yang mudah. Xompleksitas
masalah yang mengindikasikan polisi pada aras realitas
int variabelistik, tidak bisa dilepaspisahkan dari fungsi
proli:‘siqya.ng rr.lu-ltidimen'.si. Bré.tépa ‘tidak,r po.lis-iw(brﬁca,
Polri) adalah satu-satunya tatanan birokrasi yang terlibat
langsung dalam tiga tatanan sistem administrasi
penyelenggaraan negara (yaitu : public administraiion,
securify and defence dan ceriminal justice system).
Eksistensi polist yang demikian ini menjadikan Polri
sebagal unsur birokrasi yang paling transparan, murah
cacian dan mahal pujian.® |

Orde kenyataan yang dipraktekkan.oleh polisi
tersebut, sudah tentu bertentangan de.ngan orde vyuridis
mengenal sistem peradilan pidana dalam proses kerjanya
yang secara bertahap dijalankan oleh polisi, jaksa, hakim
dan pemasyarakatan. Menurut Satjipte Rahardjo,
walaupun polisi, jaksa dan hak.im sama-sama aparat
penegak hukum, tetapi kualitas pekerjaannya jelas sangat

berbeda. Kalau polisi menghadapi kejahatan dengan

Skolnick, menunjukikan banyak variabel yang bekeria untuk menentukan apakah
. polisi akan menindak seseorang atau tidak ; Kompas 21 Juii 1997.
%SLihat Kunarto dan Anton Tabah, Op.Cit., halaman 60.




tangan telanjang maka jaksa dan hakim menggunakan
sarung tangan hukum.® Atas dasar inilah maka secara
tepat Satjipto Rahardjo menganalogikan pekerjaan
polisi bagai berhadapan dengan besi panas sedangkan
jaksa dan lain—iain berhadapan dengan besi yang sudah
dingin.¥

Dalam pekerjaannya, poligi selalu
mengidentifikasi faktor-faktor yang bakal dihadapinya,
untuk kemudian memasukkannya dalam perhitungan dan
mempersiapkan sikap kewaspadaan menghadapi faktor-
faktor tersebut, yang tidak jarang berimplikasi
kekerasan. Dalam konteks ini pola perilaku yang muncul
berupa kekerasan atau kemarahan tadi, Eerpeluang untuk
dilihat sebagai siasat yang tenfu kontekstual wyang
ditempuh oleh polisi dalam menghadapi sifat tugasnya.
Inilah mungkin, dimensi lain dari proses interaksi
simbolik yang turut membentuk persepsi "yang miring”
dari masyarakat terhadap polisi.

Semua perilaku atau sikap tindak tersebut di atas

dari perspektif teori interaksi simbolik tak pelak lagi

®Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, Polisi Pelsku Dan Pemikir, Jakarta,
Gramedia Pustaka UWama, 1993, halaman 131 - 132.
¥’5atjipto Rahardjo, Kompas 6 Oklober 1994,
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telah mengkondisikan masyarakat pada interpretasi atau
pemaknaan yang bernuansa negatif pada polisi.
Konsekuenst logisnya ialah masyarakat lantas menjadi
enggan berurusan dengan polisi. Dengan perkataan lain,
koncrlrisi fatalisme vyang ditandai oleh keengganan-
qmasyarakat melapor suatu pelanggaran atau tindak pidana
lebih banyak dikondisikan oleh sikap tindak polisi yang

bernuansza negatif sesuai pemaknaan masyarakat.

G. Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Proses

Penegakan Hukuﬁi Pidana

Bagaimanapun, polisi dalam  menjalankan
fungsinva tidak akan sama 'dari masa ke wmasa. Proses vang
terjadi, peke:‘jaﬁn pelisi  tidak dapat dilepaskan dari
keseluruhan proses sosial yang berjalan dalam wmasvarakat,
Keadaan demikian mengandung arti, bahwa proses sosial yang
berlangsung dalam‘ masyarakat pada akhirnyva juga akan
tercermin dalam proses kerja pelisi. Chambliss dan Seidman
lewat pengamatan mereka di Amerika Serikat sampai pada

kesimpulan bahwa tindakan polisi dalam melakukan penahanan
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serta intero_gasi kelompok masyarakat_bawah dan miskinlah yang
sering menjadi sasarap penahanan dan interogasi.®

Dalam kasus masyarakat di daerah penelitian, di
mana masyarakat melihat polisi ssbagai orang vang sangat
mengecewakan dan menyeramkan, sudah tentu hal tersebut
menyentuh  budaya hukum masyarakat, yang justru sangat
menentukan bagi proses penegakan hukum. Kesenjangan ini,
tidak pelak lagi bermuara pada implementasi penegakan hokum
yang mandul. Budaya hukum masyarakat tampak ditandai oleh
gdanya krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum
{dalam hal ini polisi) sebagai sosok yang menyeramkan dan
cenderung malterialistis sebagaimana terungkap lewat penelitian
ini. Sedangkan perihal struktur (lembaga polisi) lebihk banyak
ditandai oleh sejumlah kendala baik eksternal maupun intsrnal,
yang oleh lembaga ity telah terestimasi sebelumnya.

Faisal Tandjung mengungkapkan  sejumlah
kendala baik internal maupun eksternal --- yang pada hemat

penulis dapat dipandang berkorelasi positif dengan sosok polisi

sebagaimana temuan penelitian --- yaity ;%
*Lihat dalam Satjipte Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum . . Op.Ci
halaman 75.

**Kunarto dan Anton Tabah, Op.Cit., halaman 61 - 62,
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L. Polri kehilangan jati diri sebagai pengemban fungsi
. intelegen yang handal ;

2. Akibat lemahnya fungsi intelegen tersebut, Polri juga
kehilangan  daya greget-ketangga-sergapan  menangkal

problem kamtibmas ;

»

Led

. Belum memadainya mutu profesionalisme di tubuh Polri :

k)

4. Lemahnya mufu dan kemampuan manajerial Polri ;

]

. Instrumen hukum kurang memadai ;

tn

6. Keterpaduan penegakan hukum yang belum baik ;

7. Sarana dan praéarana kepolisian yang sangat minim ;

8. Sarana peradilan pidana belum‘ berjafan baik. Criminal
Justice System memang sudah cukup bagus secara teoritis
namun dalam kenyataan masih janh dari harapan ;

9. Kesadaran dan disiplin masyarakat yang masih rendah,
mental suka nerabas, mempengaruhi proses penegakan hukum,
sogok, pungli dan lain-lain.

10.Politicel wifl yang belum mengimbangi secara sepadan
perkembangan fungsi-fungsi kamtibmas.

Oleh Faisal Tandjung butir 1 sampal dengan butir 4
digolongkan sebagai kendala internal sedangkan butir 3
sampai dengan butir 10 diklasifikasikan sebagai kendala-

kendala eksternal.
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Memahamt sejumiah  kendala tersebut, maka
seecara ¢ condrarie dapat dikatukan bahwu selama pembenahan
terhadap sejumlah kendala di atas tidak proporsional, selama
itu pula efektivitas penegakan hukum tidak terimplementasi
dengan baik. Disamping itu, sejurhlah kendala di atas juga
mensinvalir ada 5 (lima} pilar hukom yang tarik menarik dalam
proses atau efektivitas penegakan hukum, vyaitu : instrumen
hukumnya, aparat penegakoya, peralatannya, masyarakat dan

alt  pensiitian dengan

]

birokrasinya.  Untuk  kasus  das
permasalaban  dasar  sebagatmana  felah ‘banya.k dinraikan
sebelumnva, untuk pilar aparat penegak hukum, mungkin perlu
kitz tambah ssbuah pertanyaan "bagaimana perilaku terpola
(budaya) polisi di daerah penelitian”, dalam hubungan dengan
masyarakat? Hal ini tentu ada korelasi baik posiiif maupun
negatif dengan sikap tindaknya dalam proses penegakan hukum.
Demikian pula halnya dengan perilake terpola (budaya)
masyarakat, mengingat polisi dan masyarakat adalah dua subjek
sekaligus objek yang tak mungkin terpisahkan.

Menyimpul ada/tidaknya pengaruh persepsi
masyarakat terhadap polisi dengan proses penegakan hukum,
khusus untuk kﬁsus daerah penelitian, pada tataran makna cukup

alasan untuk disimpulkan sebagai sangat berpengaruh. 3ifat
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pengziiruh adalah negatif, di mana karena polisi menampilkan
sosoli{ vang menyeramkan dan cenderung materialistis,
ma.syiarakat lantas enggan berurusan dengan polisi baik dalam
kapasiita.s sebagai saksi dalam satu perkara pidana maunpun
| sebag?ai korban/pelapor. Stkap masyarakat untuk enggan menjadi
saksig atau melaporkan snatu peristiwa pidana, ssbagai tindakan
akhiré untuk menyikapi sikap tindak polisi, juga mengindikasikan
ba.hwéa pada tataran ide, polisi dalam interpretasi masyarakat
bukalillah sosok aparat pemegak hukum vang ideal atau yang
diharéapkan. |
| Pelbagat sikap masyarakat yang tidak menunjang
penegéakan hukum akibai persepsi mereka yang tidak positif
terhaéd‘ap polisi, terungkap antara lain : sikap acuh tak acuh
terha%dap peraturan, enggan melaporkan kejahatan yang tidak
menyiangkt.:t dirinya. Terhadap kejahatan-kejahatan yang tidak
seriués cenderung tidgk dilaporkan bahkan disembunyikan.
Sekalian sikap masyarakat tersebut dirasakan
oleh ékorps polisi sebagai kendala yang cukup sentral dalam
upayeit mereka mengungkapkan  suatu  kejahatan. dalam
wawzémcara dengan beberapa penyidik, terungkap bahwa stkap
masyéarakat di atas sangat terasa ferutama dalam proses

[ . .
penyelidikan, mendapatkan saksi-saksl tentang kasus yang
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terjadi, dan suasana  kerja sama dalam mengungkapkan
kejahatan. Menurut mereka, dalam banyak hal, masyarakat
menaruh curiga terhadap pelisi, dan oleh karena itu sangat sulit

memperoleh bantuan masyarakat dalam upaya penegakan hukum.
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BAB iV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

a. Persepsi masyarakat terhadap polisi ditentukan oleh
pengetahuan, interpretasi dan keputusannya uvntuk menilai
sikap tindak polisi. Antara pengetahuan dan keputusan
untuk menyikapi sikap tindak polisi, ditengahi oleh
interpretasi atau pemaknaan sikaﬁ tindak :-polisi tersebuf,
yang berasal dari interaksi sosial mereka dengan polisi
untuk seterusnva disempurnakan di saat proses interaksi
sosial tersebut berlangsung.
Secara teoritis, persepsi vang pada akhirnva bermuara
pada penentuan sikap dan perilaku manusia (dibaca,
masvarakat dalam hubunganuya dengan polisi) terbentuk
oleh interaksi simbolik sang aktor dengan lingkungan ---
baik lingkungan mikro maupun lingkungan makro, melalui
stimulus-respons.

b. Dalam ];Sroses penegakan hukum, faktor aparat penegak
hukum (dibaca, polisi) Kkhususnya di awal proses

penegakan hukem dalam sistem peradilan pidana dan
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penvgakan hukum dalam sistem peradilan pidana dan
faktor masyarakat (dibaca budaya hukum masyarakat) di
pihak lain, merupakan dua subjek sekaligus objek yang
tak dapat dipisahkan dan bahkan sama-sama menempati
posisi sangat strategis dalam ikhwal penegakan hukum
(pidana). Dengan perkataan lain, aparat penegak hukum
dan masyarakat merupakan elemen yang strategis dalam
mekanisme penegakan hukum. Oleh karena itu maka secara
sosiologis, penegakan hukum berjalan menurut persepsi
dan perilaku polisi &engan pelbagai faktor yang

mempengaruhi stkap dan tindakannya.

2. Kesimpulan Khusus

a.

Persepsi masyarakat terhadap polisi {khususnya perihal
sikap tindak polisi pada tingkat penyidikan tindak
pidana), tampil dalam bentuk yang tidak bervariasi atau
cenderung homogen, baik pada tingkat pengetahuan,
interpretasi atau pemaknaan dan . keputusannya unfuk
menyikapi sikap tindak polisi. Pada tataran ide (apa yang
diketahui masvarakat tentang polisi dajam sosok
idealnya), masyarakat sé.mpel mengetahui, memahaminya
sebagai sosok yang diharapkan mampu menjaga keamanan

dan ketertiban, dan bahkan menjadi ujung tombak bagi
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dan ketertiban, dan bahkan menjadi ujung tombak bagi
penegakan hakum (pidana) yvang diharapkan mampu
menegakkan hukum dan keadilan.
Namun demikian, pada aras realitas (dibaca, sikap tindak
atau perilaku yang ditampilkan sehari-hari), masyarakat
mempersepsikan polisi seb.agai sosok yang menyeramkan
dan cenderung materialistis. Budaya "temperamental”
pada level penyidikan tindak pidana seperti : tindakan
kekerasan, dan rumor "URC" (vang kurang lebih berarti :
Uang Rokok Cepat), sekirany.a cukup mewakili tampilan
polisi pada aras realitas sebagai sosok yang menyeramkan
dan cenderung maferialistis tersebut.
. Menurut persepsi masyarakat, ada sejumiah kondisi
pelientu vang felah turut mengkondisikan sosok polisi
dalam aras reélitas, yaitu : orientasi (nilai) pada tujuan
organisasi, pengalaman dalam kesatuan dan: respon
masyarakat, sifat dan beban teknis tugas penyidikan, dan
kapasitas yang dimiliki oleh polisi dalam melaksnakan
tugasnya.
1) Orientasi (nilai) pada tujuan organisasi.
Hal ini berkaitan erat de.ngan penilaian atau uvkuran
keberhasilan yang diikatkan pada pengungkapan

kejahatan sebanyak-banyaknya (target clearance
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3)

4)

rate). Akibatnya, pada level penytdikan segala”cara
cenderung digunakan agar dapat mengungkap kejahatan
ataupun pelanggaran yang sedang diselidiki. Semua ini
tentu  dilakukan dengan mengenyamping sekalian
peraturan yang dianggap terlalu prosedura‘l,rseperti :
keharusan membawa surat perintah penangkapan,
menunjukkan identitas diri saat berfugas dan lain
sebagainya.

Pengalaman dalam kesatuan dan respon masyarakat.
Hal ini menyangkut pei%;agai hal seperii : kebiasaan
buruk yang berlangsung secara terus menerus (budaya
temperamental dan materialistis) dan adanya respon
masyarakat terhadap budaya buruk tersebut.

Sifat atan beban teknis tugas penyidikan.

Tugas penyidikan 1dentik dengan ancaman bahaya yang
bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Uniuk itu,. jauh
sebelumnya, pelisi telah mempersiapkan kiat-kiat
khusus uniuk menanggulangi hal tersebut.
Konsekuensinya, kekerasan pun tidak  mungkin
terelakkan karena beban teknis tugas penyidikan
beresiko tinggl.

Kapasitas yang dimiliki.
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B.

Kapasitas seorang polisi juga 'turut ménentukan
tindakannya,  karema  bila . kapasitas (dibaca,
kewenangan) yang dimilikinya tidak dapat menyiasati
garis komando, sudah pasti akan bermuara pada
kegaga.lan mengelaborasi kompleksitas masalah yang

riil ada di lapangan.

¢. Persepsi masyarakat terhadap polisi sebagai sosok yang

menyeramkan dan cenderung materialistis pada tiap
tataran berpengaruh mekanisme dan efektivitas penegakan
hukuﬁz. Pada tataran ide masyarakat memahami polisi
sebagai sosok yang tidak dapat diharapkan bagi tegaknya
hukum dan keadilan, sedangkan pada aras realitas
masyarakat cenderung apatis yang ditandai oleh

keengganan menjadi saksi dalam svatu proses pidana dan

atau keengganan melapor suatu kejadian pidana.

Saran-saran

1. Penyuluhan hukum baik untuk meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat maupun kesadaran hukum aparat penegakan hukum
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itu sendiri, sekiranya merupakan langkah praktis bagi elaborasi

pelbagai masalah yang Dberkaitan mekanisme penegakan
hukum. Khusus bagi lembaga kepolisian, pembenahan
pelabagai kendala internal maupun eksternal dielaborasi
dengan baik. Dengan begity, rasa percaya masyarakat

terhadap hukum dan aparatnya akan lebih baik,

Selain perlu diupayakan pembinaan kemampuan teknis

(penguaszaan materi tugas), dipandang perlu diupayakan
pembinaan sikap mental (batin) agar polisi tidak terjebak
pada budaya temperamenial dan perilaku formalis yang kaku,
kesewenang-wenangan dan meterialistis sebagaimana temuan
penelitian ini.

Khusus bagi personil polisi yang ditempatkan di bagian
serse dengan tugas penvidikan yang berdimensi teknis perlu
dipikirkan standar winimim pendidikan, karena menurut
hemat penulis persom] polisi vang ada pada bagian ini
dihadapkan pada bidang tugas vang tergolong berat. Dalam
hubungsan a1, headakova juga  dipikirkan ada semacam
"pemberian insentif” bagt polist yang berhasil meluksanakan
tugasnya dengan baik untuk menghindari segok, suap dan lain
sebagaiuya éebagai upaya masyarakat mempengaruht proses

penegakan hokum,
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-
J.

Kemitraan polisi dengan masyarakat dalam mekanisme
penegakan hunkum perlu  ditingkatkan. Masyarzkat perlu
disadarkan untuk “tidak wselaly mempengaruhi proses
penegakan hukum, dengan jalan menyogek, menyuap dan
sebggainya.])engan begitu, mungkin tidak akan muncul lagi
persepsi  "polisi materialistis" sebagaimana  temuan

penelitian.
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